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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2Ot9 tentang Pembahan atas Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah maka Perattrran Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Susunan, Kedudukan, T\rgas, Fungsi dan Strukhrr Organisasi,
Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan
Kelurahan) perlu dilakukan pembahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3l Tahun
2016 tentang Susunan, Kedudukan, Ttrgas Fungsi Dan
Strukhlr Organisasi Inspktorat, Satuan Polisi Pamong Praja,
Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenttrkan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L82ll;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor I la) ;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2076 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016l;

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

4.
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5. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi
Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan,
Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2076 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

MEnetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 20T6 TENTANG
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
DINAS, BADAN, KECAMATAN DAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan, Kedudukan, T\rgas Fungsi Dan struktur
organisasi Inspektorat, satuan Polisi pamong praja, Dinas, Bad.an,
Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2oL6 Nomor 31), yang telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Bupati :

a. Nomor 14 Tahun 2al7 tentang perubahan Atas peraturan
Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan,
T\rgas Fungsi Dan struktur organisasi Inspektorat, satuan
Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan
(Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2otr Nomor
14);dan

b. Nomor 64 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang susunan,
Kedudukan, T\rgas Fungsi Dan struktur organisasi
Inspektorat, Satuan Polisi pamong praja, Dinas, Badan,
Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2018 Nomor 64).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 33

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, Dinas Kepemudaan dan olahraga mempunyai
fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda,
pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi
olahraga;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebiiakan di
bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda,
pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi
olahraga;

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga;
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d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusa.n pemerintahan di bidang
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda,
pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi
olahraga;

e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umr-lm dan
kepegawai an, WrencartearT., dan keuangan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
terdiri atas :

a. Kepala Dinas ;
b. Selcretariat, membawahi :

1. Sub Bagran Umum Dan Kepegawaian;
2. Sub Bagran Perencanaan;dan
3- Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pemberdaya€rn Pemuda, membawahi :

1- Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu pengetahuan
dan Teknologi, Iman dan Taqwa pemuda;

2. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas
Pemuda;dan

3. Seksi Peningkatan Kreativitas pemuda.
d. Bidang Pengembangan pemuda, membawahi :

l. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan
Pemuda;

2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan
Kepramukaan;dan

3- Seksi Infrastnrktur dan Kewirausahaan pemuda.
e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi :

1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan

Khusus;dan
3. Seksi Kemitraan dan penghargaan Olahraga.

f. Bidang Peningkatan prestasi Olahraga, membawahi :
I. seksi Pembibitan Ilmu pengetahll€rn, Teknologi dan

Keolahragaan;
2. Seksi Olahraga Prestasi dan promosi Olahraga;dan
3- Seksi Standarisasi dan lnfrastruktur Olatrraga.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 110 ayat (l) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 11O

(1) Susunan Organisasi Dinas perumahan dan Kawasan
Permukiman, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Selaretariat, mernbawatri :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
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2. Sub Bagran Perencanaan;dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perumahan, membawahi :

1. Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan;dan
2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan;dan
3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan
Permukiman;dan

2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas;dan
3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.

e. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)
1. Seksi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi PSU;
2. Seksi Pelaksanaan dan Pemeliharaan PSU;dan
3. Seksi Pendataan dan Penataan Pemakaman;

f. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkarngan,
membawahi:
1. Seksi Air Minum;dan
2. Seksi Sanitasi dan Drainase;dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana penyehatan

Lingkungan.
g. Bidang Pertanahan, membawahi :

1. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah;dan
2. Seksi Pengadaan Tanah;dan
3. Seksi Fasilitasi Permasalahan pertanahan.

h. Unit Pelaksana Teknis;dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 727 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 121

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud datam
Pasal L2O, Dinas Pemberdayaan perempuan Dan
Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pengarustamaan gender
dan pemberdayaan perempuan, perlindungan
perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, data dan
informasi gender dan anak;

b. pelaksanaan pembinaan di bidang pengarustamaan
gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan
perempuan dan analc, pemenuhan hak anak, data dan
informasi gender dan anak;

c. pelaksanaan penJrusunan program dan pelaksanaan
kegiatan di bidang pengarustamaan gender dan
pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan
dan anak, pemenuhan hak anak, data dan informasi
gender dan anak;

d. pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang
pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak
anak, data dan informasi gender dan anak;

e. pelaksanaan rencana kerja dan program kegiatan
dibidang pengarustamaan gender dan pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak,
pemenuhan hak anak, data dan informasi gender dan
anak;
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f. pelaksanaan pengendalian sumberdaya aparatur,
keuangan, sarana dan prasarana dibidang
pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak
anak, data, dan informasi gender dan anak;

g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan terhadap program dan kegiatan di
pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak
anak, data dan informasi gender dan anak;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketenhran Pasal L22 ayat (1) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 122

(1) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan perempuan
Dan Perlindungan Anak, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan;dan
3. Sub Bagran Keuangan.

c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan
Perempuan, membawahi :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan
Perempuan Di Bidang Ekonomi;

2. Seksi Pengamsutamaan Gender dan pemberdayaan
Perempuan Di Bidang Sosial,Politik dan Hukum;dan

3. Seksi Pengamsutamaan Gender dan pemberdayaan
Perempuan Di Bidang Kualitas Keluarga.

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,
membawahi:
1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Terhadap Perempuan;
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak;dan
3. Seksi Data Dan Informasi Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak.
e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi :

1. Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang pengasuhan,
Pendidikan dan Budaya;

2. Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil,
Informasi dan Partisipasi Anak;dan

3. Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Kesehatan
Dasar dan Kesejahteraan.

f. Bidang Data dan Informasi Gender Dan Anak,
membawahi:
1. Seksi Data dan Informasi Gender;
2. Seksi Data dan Informasi Anak;dan
3. Seksi Layanan Data Gender Dan Anak.

g. Unit Pelaksana Teknis;dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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6. Diantara bagian ketiga puluh dan bagian ketiga puluh satu
disisipkan 1 (satu) bagran yaitu bagian ketiga puluh satu A
sebagai berikut :

Bagran ketiga puluh satu A
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

T.Diantara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 3 (tiga) Pasal
yaitu Pasal 122 A sampai dengan Pasal 122 C yaitu sebagai
berikut:

Pasal 722A

Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
bidang Pariwisata.

Pasal l22B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122A, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang destinasi dan industri
pariwisata, pemasara.n pariwisata, pengembangan
ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata
dan ekonomi kreatif;

b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
dibidang destinasi dan industri pariwisata, pemasar€Ln
pariwisata, pergembangan ekonomi kreatif,
pengemb€rngan sumber daya pariwisata dan ekonomi
kreatif;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas
Pariwisata;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang destinasi
dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata,
pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber
daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Dinas Pariwisata;

f. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan
kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;

g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkunga.n Dinas
Pariwisata;dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal l22C

(1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, terdiri atas :

a. Kepala Dinas ;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
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2. Sub Bagran Perencanaan;dan
3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata,
membawahi:
1. Seksi Pengembangan Daya Tarik;dan
2. Seksi Pengembangan Kawasan Wisata;dan
3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :

1. Seksi Strategi dan Komunikasi Pemasaran
Pariwisata;dan

2. Seksi Analisis Data
Pariwisata;dan

Pasar Pemasaran

3. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam
dan Luar Negeri.

e. Bidang Pengemb€rngan Ekonomi lkeatif, membawahi :

1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan
Infrastruktur;dan

2. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran;dan
3. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan

Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
f. Bidang Pengembang€rn Sumber Daya Pariwisata dan

Ekonomi lkeatif, membawahi :

1. Seksi Pengembangan SDM Aparatur;dan
2. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan dan

Ekonomi Kreatif;dan
3. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan

Ekonomi Kreatif.
i. Unit Pelaksana Teknis;dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Ifteatif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. la.mpiran VIII Bagan Struktur Organisasi Dinas
Kepemudaan dan Olahraga diubah sebagaimana tercantum
dalam l,ampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. l,ampiran XXVII Bagan Struktur Organisasi Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Lampiran XXIX Bagan Struktur Organisasi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

1 1. Lampiran XXKII Nomor Urut 8 Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Angka 1 sampai dengan angka 7 diubah sehingga
Nomor Urut 8 Dinas Kepemudaan dan Olahraga berbunyi
sebagai berikut :
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No Unit Organisasi T\rgas dan F\rngsi

1. Dinas T\rgas:
Dinas Kepemudaan Dan
Olahraga mempunyai hrgas
membanhr Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga yang
menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan.

Ftrngsi:
Dalam menyelenggarakan
Dinas Kepemudaan
Olahraga mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan di

bidang bidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan
pemuda, pembudayaan
olahraga, serta peningkatan
prestasi olahraga;

b. pengoordinasian dan
sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang
pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda,
pembudayaan olahraga, serta
peningkatan prestasi
olahraga;

c. pengoordinasian pelaksanaan
trrgas, pembinaan dan
pemberian dukungan
administrasi di lingkungan
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga;

d. pelaksanaan bimbingan
teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang
pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda,
pembudayaan olahraga, serta

trrgas
Dan

peningkatan
olahraga;

e. pengelolaan

prestasi

barang
milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga;

f. pengelolaan kesekretariatan
meliputi umum dan
kepegawaian, perencanaan,
dan keuangan;

g. pengawasan atas
pelaksanaan tugas di
lingkungan Dinas
Keoemudaan dan Olatrrasa:
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dan
h. pelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh Bupati.
2- Sekretariat T\rgas:

Sekretariat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan
koordinasi perenca.naa, evaluasi
dan pelaporan program Dinas
Kepemudaan dan Olahraga serta
pengelolaan keuangan dan
umum yang meliputi kegiatan
kepegawaian, tata naskah dinas,
kearsipan, pengadaan
perlengkapan, rrrmatr tangga dan
humas serta perjdanan dinas di
lingkungan Dinas Kepemudaan
dan Olahraga.

Fungsi :

Dalam menyelen tugas
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi,
pengolahan data dan
penJrusunan program kerja di
lingkungan dinas;

b. pelaksanaan
pengolahan

verifikasi,
data dan

penJrusun€rn program kerja di
lingkungan dinas;

c. pengoordinasian
penatausahaan keuangan di
lingkungan dinas;

d. pengoordinasian pengelolaan
administrasi kepegawaian;

e. pengoordinasian pengelolaan
perlengkapan, ta;ta, naskah
dinas dan arsip, rumah
tangga, kehumasan dan
perjalanan dinas;

f. penyusunan laporan dan
pelaksanaan program; dan

g. pelahsanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Kepemudaan Dan Olahraea.

Sub Bagian
Umum Darr
Kepegawaian

T\rgas :

Sub Bagran Umum Dan
Kepegawaian mempunyai tugas
pelaksanaan penJrusunan bahan
kegiatan di Sub Bagian Umum
Dan Kepegawaian dan
pengelolaan tata naskah dinas
dan kearsipan serta tata usaha,
kepegawaian, turrnas dan
perlengkapan.

Ftrngsi:
Dalam menvelenesarakan trrqas
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Sub Bagian Umum Dan
Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. penylapan bahan, pengolahan

data dan men5rusun rencana
kegiatan dan anggaran Sub
Bagian Umum Dan
Kepegawaian;

b. pengelolaan tata naskah
dinas, hubungan masyarakat
serta rumah tangga di
lingkungan dinas;

c. pen]rusunan rencana
kebuhrhan, p€ngadaan,
pemeliharaan dan pelaporan
barang inventaris di
lingkungan dinas;

d. pengelolaan administrasi
kepegawaian dan pembinaan
disiplin pegawai di lingkungan
dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan Sekretaris.

Sub Bagian
Perencanaan

T\rgas :

Sub Bagian Perencanaan
mempunyai tugas melakukan
penyiapan batran pen)rusunan
program, evaluasi dan pelapor€rn
di lingkungan dinas.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Sub Bagian Perencanaan
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan men5rusun rencana
kegiatan dan anggaran Sub
Bagran Perencanaan;

b. penyiapan bahan koordinasi
penJrusunan program di
lingkungan dinas;

c. penyrapan bahan penJrusunan
dokumen perencanaan di
lingkungan dinas;

d. penyiapan bahan
pengendalian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
program; dan

e. pelaksanaan ttrgas lain yang
diberikan Sekretaris.

Sub Bagian
Keuangan

Tfrgas :

Sub Bagian Keuangan
mempunyai tugas melakr-rkan
penyiapan batran pen)rrrsunan
anggaran, belanja dan akuntansi
keuangan.
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Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Sub Bagran Keuangan
memprenyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan penyusunan rencana
kegiatan dan €rngga.ran Sub
Bagran Keuangan;

b. penyrapan bahan, pengolahan
data dan penJrusun€rn
a.nggara.n, belanja dan
akuntansi keu€rngan di
lingkungan dinas;

c. pengurusan surat permintaan
pembayaran dan srrrat
perintah membayar;

d. penyrapan bahan penJrusunan
akuntansi dan pelaporan
keuangan;

e. pengurusan pembukr:an dan
perhitungan anggaran di
lingkungan dinas; dan

f. pelaksanaa.n tugas lain yang
diberikan Sekretaris.

3. Bidang
Pemberdayaan
Pemuda

T\rgas :

Bidang Pemberdayaarr Pemuda
mempunvai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan
kebiiakan di bidang sumber daya
pemuda, IPTEK dan IMTAQ
Pemuda, peningkatan wawasan
dan kapasitas pemuda,
peningkatan kreativitas pemuda.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Bidang Pemberdayaan Pemuda
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan dan
koordinasi penJrusunan
program keda Bidang
Pemberdayaan Pemuda;

b. penrmusan dan pelaksanaan
kebiiakan di bidang sumber
daya pemuda, IPTEK dan
IMTAQ Pemuda, peningkatan
wawasan dan kapasitas
pemuda, peningkatan
kreativitas pemuda;

c. pengoordinasian dan
sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidans sumber
daya pemuda, IPTEK dan
IMTAQ Pemuda, peningkatan
wawasan dan kapasitas
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d.

pemuda, peningkatan
kreativitas pemuda;
penlrusunan norrna, standar,
prosedur, dan kriteria di
bidang sumber daya pemuda,
IPTEK dan IMTAQ Pemuda,
peningkatan wawasan dan
kapasitas
peningkatan
pemuda;

e. pemberian bimbingan teknis
dan supervisi di bidang
sumber daya pemuda, IPTEK
dan IMTAQ Pemuda,
pening[<atan wawasan dan
kapasitas
peningkatan

kapasitas
peningkatan

pemuda,
kreativitas

pemuda,
kreativitas

pemuda,
kreativitas

pemuda;
pelaksanaan pemantauan,
analisis, evaluasi dan
pelaporan di bidang di bidang
sumber daya pemuda, IPTEK
dan IMTAQ Pemuda,
peningkatan wawasan dan

pemuda; dan
pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahrasa.

Seksi
Sumber Daya
Pemuda, IPTEK,
Dan IMTAQ
Pemuda

T\rgas :

Seksi Sumber Daya Pemuda,
IPTEK, Dan IMTAQ Pemuda
mempunyai tugas melakukan
penyiapan batran penrusunan
dan pelaksanaan kebijakan di
bidang sumber daya pemuda,
IPTEK, dan IMTAQ pemuda.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Sumber Daya Pemuda,
IPTEK, Dan IMTAQ Pemuda
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan pen5rusunan
rencana kegiatan dan
anggaran Seksi Sumber Daya
Pemuda, IPTEK, Dan IMTAQ
Pemuda;

b. pen5napan bahan pemmusan 
]

kebijakan di bidang sumber 
I

daya pemuda, IPTEK, drrr 
I

IMTAQ pemuda; 
Ic. penyiapan bahan koordinasi 
I

dan sinkronisasi pelaksanaan 
I

keb{jakan di bidang sumber 
I

daya pemuda, IPTEK. dan I
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IMTAQ pemuda;
d. penyiapan

penJ[apan
pemantauan,

penrusunan norrna, standar,
prosedur, dart kriteria di
bidang sumber daya pemuda,
IPTEK, dan IMTAQ pemuda;

e. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan
supervisi di bidang sumber
daya pemuda, IPTEK, dan
IMTAQ pemuda;

bahan

bahan
analisis,

ob'

evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di
bidang sumber daya pemuda,
IPTEK, dan IMTAQ pemuda;
dan
pelaksanaan ttrgas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan Pemuda.

Seksi
Peningkatan
Wawasan Dan
I(apasitas
Pemuda

T\rgas :

Seksi Peningkatan Wawasan Dan
Kapasitas Pemuda mempunyai
ttrgas melakukan penyiapan
bahan perr5rusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang
peningkatan wawasan dan
kapasitas pemuda.
F\rngsi:
Dalam menyelenggarakan trrgas
Seksi Peningkatan Wawasan Dan
Kapasitas Pemuda mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penyusunan
rencana kegiatan dan
anggaran Seksi Peningkatan
Wawasan Dan Kapasitas
Pemuda;

b. penyiapan bahan perumusan
kebijakan di bidang
peningkatan wawasan dan
kapasitas pemuda;

c. penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebirjakan di bidang
peningkatan wawasan dan
kapasitas pemuda;

d. penyiapan bahan

supervisi di bidans

penlrusunan norrna, standar, I

prosedur, dan kriteria di 
I

bidang peningkata-rr wawasan 
I

dan kapasitas pemuda; 
Ie. penyiapan bahan pemberian 
Ibimbingan teknis dan I
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peningkatan wawasan dan
kapasitas pemuda;

f. penyiapan bahan
pemantarrarr,, analisis,
evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di
bidang peningkatan wawasan
dan kapasitas pemuda; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdavaan Pemuda.

I

Seksi
Peningkatan
Kreativitas
Pemuda

T\rgas :

Seksi Peningkatan Ifteativitas
Pemuda mempunyai tugas
melalmkan penyiapan bahan
pen5rusun€rn dan pelaksanaan
kebijakan di bidang peningkatan
kreativitas pemuda.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Peningkatan Kreativitas
Pemuda mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan penJrusunan
rencarra kegiatan dan
anggaran Seksi Peningkatan
Ifteativitas Pemuda;

b. penyrapan perumusan
kebijakan di bidang
peningkatan kreativitas
pemuda;

c. penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang
peningkatan kreativitas
pemuda;

d. penyiapan pen5rusunan
norrna, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang
peningkatan
pemuda;

e. penyiapan
bimbingan
supervisi
peningkatan
pemuda;

f. penyiapan
pemantauan,

kreativitas

pemberian
teknis dan
di bidang

kreativitas

batran
analisis,

evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebljakan di
bidang peningkatan
kreativitas pernrrda; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan Pemuda.
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4. Bidang
Pengembangan
Pemuda

T\rgas :

Bidang Pengembangan Pemuda
mempunyai tugas melaksanakan
perumrrsan dan pelaksanaan
kebijakan serta koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan
kebiiakan di bidang
kepemimpinan, kepeloporan dan
kemitraan pemuda, organisasi
kepemudaan dan kepramukaan,
infrastrukhrr dan kewirausahaan
pemuda.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Bidang Pengembangan Pemuda
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan dan
koordinasi penJrusunan
program kerja di Bidang
Pengembangan Pemuda;

b. perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang
kepemimpinan, kepeloporan
dan kemitraan pemuda,
orgarrisasi kepemudaan dan
kepramukaan, infrastnrktur
dan kewirausatraan pemuda;

c. pengoordinasian dan
sinkronisasi pelaksanaan
kebi$akan di bidang
kepemimpinan, kepeloporan
dan kemitraan pemuda,
organisasi kepemudaan dan
kepramukaan, infrastnrkhrr
dan kewirausahaan pemuda;

d. penvusunan norrna, standar,
prosedur, dan kriteria di
bidang kepemimpinan,
kepeloporan dan kemitraan
pemuda,
kepemudaan

organisasi
dan

kepramukaan, infrastr-uktur
dan kewirausahaan pemuda;

e. pemberian bimbinsan teknis
dan supervisi di bidang
kepemimpinan, kepeloporan
dan kemitraan pemuda,
organisasi kepemudaan dan
kepramukaan, infrastrukhrr
dan kewirausatraan pemuda;

f. pelaksanaan pemantauan,
analisis, evaluasi dan
pelaporan di bidang
kepemimpinan, kepeloporan
dan kemitraan pemuda,

dan
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kepramukaan, infrastmktur
dan kewirausahaan pemuda;
dan

g. pelaksanaan trrgas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahrasa.

Seksi
kepemimpinan,
kepeloporan dan
kemitraan
pemuda

Ttrgas :

Seksi Kepemimpinan,
Kepeloporan Dan Kemitraan
Pemuda mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan
pen5rusunan dan pelaksanaan
kebirjakan di bidang
kepemimpinan, kepeloporan dan
kemitraan pemuda.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Kepemimpinan,
Kepeloporan Dan Kemitraan
Pemuda mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penJrusunan
rencana kegiatan dan
anggaran Seksi
Kepemimpinan, Kepeloporan
Dan Kemitraan Pemuda;

b. pen5napan bahan perumusan
kebijakan di bidang
kepemimpinan, kepeloporan
dan kemitraan pemuda;

c. penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebljakan di bidang
kepemimpinan, kepeloporan
dan kemitraan pemuda;

d. penyiapan bahan
penJrusunan nonna, standar,
prosedur, dan kriteria di
bidang kepemimpinan,

f. penylapan
pelaksanaan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan

kepeloporan dan kemitraan 
]pemuda; 
I

e. penyiapan bahan pemberian 
lbimbingan teknis d* 
|supervisi di bidang 
I

kepemimpinan, kepeloporan 
I

dan kemitraan pemuda; 
I

pelaporurr
kebijakan

pelaksanaan
di bidang

kepemimpinan, kepeloporan
dan kemitraan pemuda; dan

g. pelaksanaan ttrgas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Penqembansan Pemuda.
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Seksi
Organisasi
Kepemudaan Dan
Kepramukaan

T\rgas :

Seksi Organisasi Kepemudaan
Dan Kepramukaan mempunyai
trrgas melakukan penyiapan
bahan penJrusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang
organisasi kepemudaan dan
kepramukaan.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Organisasi Kepemudaan
Dan Kepramukaan mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan,

pengolahan data dan
penJrusunan renc€rna kegiatan
dan anggaran Seksi
Organisasi Kepemudaan dan
Kepramukaan;

b. penyiapan bahan perumusErn
kebijakan di bidang
Organisasi Kepemudaan dan
Kepramukaan;

c. penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaarl
kebijakan di bidang
Organisasi Kepemudaan dan
Kepramukaan;

d. penyiapan
penJrusunan no[na, standar,
prosedur, dan kriteria di
bidang Organisasi
Kepemudaan dan
Kepramukaan;

e. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan
supervisi di bidang
kepemimpinan, kepeloporan
dan kemitraan pemuda;

f. penyiapan
pemantauan,

bahan

bahan
analisis,

evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di
bidang Organisasi
Kepemudaan dan
Kepramukaan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pensembansan Pemuda.

Seksi
Infrastruktur Dan
Kewirausahaan
Pemuda

T\rgas :

Seksi Infrastruktur Dan
Kewirausahaan Pemuda
mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penJrusunan
dan pelaksanaan kebijakan di
bidane infrastrulrtur dan
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kewirausahaan pemuda.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan hrgas
Seksi Infrastruktur Dan
Kewirausahaan Pemuda
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penJrusunan
renca.na kegiatan dan
anggar€rn Seksi Infrastnrktur
Dan Kewirausahaan Pemuda;

b. penyiapan perumusan
kebijakan di bidang
infrastnrktur dan
kewirausahaan pemuda;

c. penylapan koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang
infrastmktur dan
kewirausahaan pemuda;

d. penyiapan penJrusunan
norrna, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang
infrastmkttrr dan
kewiranrsahaan pemrrda;

e. penJnapan pemberian
bimbingan teknis dan

t. penyiapan
pemantauan,

bidang
dan

bahan
analisis,

supervisi di
infrastnrktrrr
kewirausahaan pemuda;

evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di
bidang infrastrukhr dan
kewirausahaan pemuda; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Pemuda.

5. Bidang
Pembudayaan
Olahraga

Tugas :

Bidang Pembudayaan Olahraga
mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan
kebiiakan serta koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang olahraga
pendidikan dan sentra olatrraga,
olahraga rekreasi, tradisional,
dan layanan khusus, kemitraan
dan penghargaan olahraga.
Fungsi :

Dalam rnenyelenggarakarr trrgas
Bidang Pembudayaan Olahraga
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan dan

koordinasi rrenvLtsunan
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c.

progr€rm kerja Bidang
Pembudayaan Olahraga;
penrmusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang olahraga
pendidikan dan sentra
olahraga, olahraga rekreasi,
tradisional, dan layanan
khusus, kemitraan dan
penghargaan olahraga;
pengoordinasian dan
sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang olahraga
pendidikan dan sentra
olahraga, olahraga rekreasi,
tradisional, dan layanan
khusus, kemitraan dan
penghargaan olahraga;
penlrusunan norrna, standar,
prosedur, dan kriteria di
bidang olahraga pendidikan
dan sentra olahraga, olahraga
rekreasi, tradisional, dan
layanan khusus, kemitraan
dan penglrargaan olahraga;
pemberian bimbingan teknis
dan di bidang
olahraga pendidikan dan
sentra olahraga, olahraga
rekreasi, tradisional, dan
layanan khusus, kemitraan
dan penglrarga€rn olahraga;
pelaksanaan pemantauan,
analisis, evaluasi dan
pelaporan di bidang olahraga
pendidikan dan sentra
olahraga, olahraga rekreasi,
tradisional, dan layanan
khusus, kemitraan dan
penghargaan olahraga; dan
pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraea.

d.

e.

Seksi
Olahraga
Pendidikan Dan
Sentra Olahraga

T\rgas :

Seksi Olahraga Pendidikan Dan
Sentra Olahraga mempunyai
hrgas melakukan penyiapan
batran penJrusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang
olahraga pendidikan dan sentra
olahraga.

F\rngsi:
Dalarrr rnenyelenggarakan Seksi
Olahraga Pendidikan Dan Sentra
Olahraga mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penYusunan
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b.

rencana kegiatan dan
anggaran Seksi Olahraga
Pendidikan Dan Sentra
Ol,alrraga;
penyiapan bahan perumusan
kebijakan di bidang olahraga
pendidikan dan sentra
olahraga;
penlnapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang olahraga
pendidikan dan sentra
olahraga;
penyiapan
pen] rsunan norrna, standar,
prosedur, dan kriteria di
bidang olahraga pendidikan
dan sentra olahraga;
penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan
supenrisi di bidang olahraga
pendidikan dan sentra
olahraga;
penyiapan
pemantauan,

bahan
analisis,

evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di
bidang olahraga pendidikan
dan sentra olahraga; dan
pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pembudayaan Olahrasa.

Seksi
Olahraga
Rekreasi,
Tradisional, Dan
Layanan Khrusus

T\rgas :

Seksi Olahraga Rekreasi,
Tradisional, Dan Layanan
Ktrusus mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan
penJrusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang olahraga
rekreasi, tradisional, dan
layanan khusus.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan Seksi
Olahraga Rekreasi, Tradisional,
Dan l.ayanan Khusus
mempunyai fungsi:
a. pen)napan batran, pengolatran

data dan penJrusunan
rencana kegiatan dan
anggaran Seksi Olahraga
Rekreasi, Tradisional, Dan
Layanan Khusrrs;

b. penyiapan bahan perumusan
keb{jakan di bidang olahraga
rekreasi, tradisional, dan
lavanan khusus:
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penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang olahraga
rekreasi, tradisional, dan
layanan khusus;

d. penyiapan
penJrusuna.n nonna, standar,
prosedur, dan kriteria di
bidang olahraga rekreasi,
tradisional, dan layanan
khusus;
penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan
supervisi di bidang olahraga
rekreasi, tradisional, dan
layanan khusus;
pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di
bidang olahraga rekreasi,
tradisional, dan layanan
khusus;
pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pembudavaan Olahrasa.

Seksi
Kemitraan Dan
Penghargaan
Olahraga

T\rgas:
Seksi Kemitraan Dan
Penghargaan Olahraga
mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pen5rusunan
dan pelaksanaan kebijakan di
bidang kemitraan dan
penghargaan olahraga.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan Seksi
Kemitraan Dan Penghargaan
Olahraga mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan,

pengolahan data dan
pen5rusunan rencana kegiatan
dan anggaran Seksi
Kemitraan Dan Penghargaan
Olahraga;

b. penyiapan bahan perumusan
kebi$akan di bidang
kemitraan dan penghargaan
olahraga;

c. penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang
kemitraan dan penghargaan
olahraga;

d. penyiapan
penJrusunan norrna, standar,
prosedur, dant kriteria di
bidane kemitraan dan
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penghargaan olahraga;
e. penyiapan bahan pemberian

bimbingan teknis dan
supenrisi di bidang kemitraan
dan penghargaan olahraga;

f. penyiapan bahan
pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di
bidang kemitraan dan
penghargaan olahraga; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pembrrdavaan Olahrasa.

6. Bidang
Peningkatan
Prestasi Olahraga

T\rgas:
Bidang Peningkatan Prestasi
Olahraga mempunyai trrgas
melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebiiatcan serta
koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidang
pembibitan IPTEK dan
keolahragaan, olahraga prestasi
dan promosi olahraga,
standarisasi dan infrastrukhrr
olahraga.
Fungsi :

Dalam menyelenggarakan hrgas
Bidang Peningkatan Prestasi
Olatrraga mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan dan

koordinasi pen5rusunan
program kerja Bidang
Pening!<atan Prestasi
Olahraga;

b. perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang
pembibitan IPTEK dan
keolahragaan, olahraga
prestasi dan promosi
olahraga, standarisasi dan
infrastntkhrr olahraga;

I

I c. pengoordinasian dan
l.I sinkronisasi pelaksanaan
I kebijakan di bidang
I pembibitan IPTEK dan
I keolahragaan, olatrraga
I prestasi dan promosi
I ohhraga, standarisasi dan
I infrastruktur olahraga;
J d. penyusunan norrna, standar,
I prosedur, dan kriteria di
I Uiaang pembibitan IPTEK dan

keolahragaan,
prestasi dan

olahraga
promosi

olalllraga, standarisasi dan
infrastnrkttrr olatrraga;
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e. pemberian bimbingan teknis
dan supervisi di bidang
pembibitan IPTEK dan
keolatrragaan, olahraga
prestasi dan promosi
olahraga, standarisasi dan
infi:astruktur olahraga;

f. pelaksanaan pemantauan,
analisis, evaluasi dan
pelaporan di bidang
pembibitan IPTEK dan
keolahragaan, olahraga
prestasi dan promosi
olahraga, standarisasi dan
infrastnrktur olahraga; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga.

I

Seksi
Pembibitan IPTEK
Dan
Keolahragaan

T\rgas :

Seksi Pembibitan IPTEK Dart
Keolahragaan mempunyai trrgas
melakukan penyiapan bahan
per5rusuna.n dan Pelaksanaan
keb[iakan di bidang Pembibitan
IPTEK dan keolahragaan.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan Seksi
Pembibitan IPTEK Dan
Keolahragaan
fungsi:
a. penlnapan

pengolahan

mempunyar

bahan,
data dan

penJrusunan rencan a keg1atan
dan anggaran Seksi
Pembibitan IPTEK Dan
Keolatrragaan;

b. penyiapan bahan Perumusan
kebijakan di bidang
pembibitan IPTEK dan
keolahragaan;

c. penyiapan batran koordinasi
dan sinkronisasi Pelaksanaan
kebijakan di bidang
pembibitan IPTEK dan
keolahragaan;

d. penyiapart
penJrusunan norna, standar,
prosedur, dan kriteria di
bidang pembibitan IPTEK dan
keolahragaan;

e. penyiapan bahan Pemberian
bimbingan teknis dan
supervisi di bidang
pembibitan IPTEK dan
keolahragaan;
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f. penyiapan bahan
pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijalcan di
bidang pembibitan IPTEK dan
keolahragaan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Peningkatan Prestasi
Olahraea.

Seksi
Olahraga Prestasi
Dan Promosi
Olahraga

T\rgas :

Seksi Olahraga Prestasi Dan
Promosi Olahraga mempunyai
tugas melakukan penyiapan
batran pen)rusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang
olahraga prestasi dan promosi
olahraga.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan Seksi
Olahraga Prestasi Dan Promosi
Olahraga mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan,

pengolahan data dan
pen)rusunan rencana kegiatan
dan anggaran Seksi Olahraga
Prestasi Dan
Olahraga;

b. penyiapan bahan perumusan
keb[iakan di bidang olatrraga
prestasi dan promosi
olahraga;

c. penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang olahraga
prestasi
olahraga;

d. penyiapan

dan promosi

penJrusunan norrna, standar,
prosedur, dan kriteria di
bidang olahraga prestasi dan
promosi olahraga;

e. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan
supervisi di bidang olahraga

Promosi

promosi

bahan
analisis,

prestasi dan
olatrraga;

f. penyiapan
pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan
pelahsanaan kebijakan di
bidang olalrraga prestasi dan
promosi olahraga;dan

g. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Peninskatan Presta.si
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Olahraea.
Seksi
Standarisasi Dan
lnfrastnrkttrr
Olahraga

I Tugas :

lSetcsi Standarisasi Dan
llnfrastnrktur Olahraga
I mempunyai tugas melakukan
I penrraRan bahan penJrusunan

I d* pelaksanaan kebijakan di
I bidang standarisasi dan
I infrastmktur olahraga.
I
I

I F\rngsi :

I Dalam menyelenggarakan Seksi
l Standarisasi Dan Infrastmktur
I Olahraga mempunyai fungsi:
a. penSnaparr bahan,

pengolahan data dan
penJrusunan rencana kegiatan
dan anggaran Seksi
Standarisasi Dan
Infrastnrkttrr Olatrraga;

b. penyiapan bahan perumusan
kebijakan di bidang
standarisasi dan
infrastnrkhrr olahraga ;

c. penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang
standarisasi dan
infrastnrktur olahraga;

d. penyiapan
penlrusunan norrna, standar, 

I

prosedur, dan kriteria di
bidang standarisasi dan l

infrastmktur olahraga; 
I

e. penyiapan bahan pemberian 
Ibimbingan teknis d* 
|supervisi di bidang Istandarisasi d"r, 
I

infrastruktur olahraga; I

evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebiiakan di
bidang standarisasi dan
infrastmktur olahraga;dan

g. pelaksanaan trrgas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang

f. penylapan
pemantauan,

Peningkatan
Olahrasa.

bahan
analisis,

Prestasi

7. Unit Pelaksana
Teknis Dinas

Diatur dalam Peratrrran
tersendiri.

8. Kelornpok
Jabatan
Fungsional

Diatur dalarn Peratrrran
tersendiri.
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12. Lampiran X)OOI Nomor Urut 27 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Angka 1 sampai dengan Angka 8
diubah sehingga Nomor Urut 27 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman berbunyi sebagai berikut :

NO UNIT TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas T\rgas :

Dinas Penrmahan Dan l(awasan
Permukiman mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang
perumahan dan kawasan
permukiman dan bidang pertanahan
yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Dinas Pemmahan Dan I(awasan
Permukiman mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang
pemmahan, kawasan
permukiman dan pertanahan;

b. penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan
umum di trrerumatran, kawasan
permukiman dan pertanahan;

c. pelaksanaan koordinasi
penyelenggaraan urusan di
bidang perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahan;

d. pembinaan dan pelaksanaan
tugas di bidang perumahan,
kawasan permukiman dan
pertanahan;

e. pengelolaan kesekretariatan
meliputi umum dan kepegawaian,
perencanaan, dan keuangan;

f. pelaksanaan pengawasan,
evaluasi, pengendalian dan
pelaporan bidang perumahan,
kawasan permukiman dan
pertanahan; dan

g. pelaksanaan ttrgas lain yang
diberikan oleh Bupati sesuai
dengan ttrgas dan funesinva.

2. Sekretariat T\rgas :

Sekretariat mempunyai tugas
mengkoordinasi pelaksanaan
kegiatan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan Dinas Perumahan Dan
I(awasan Permukiman serta
pengelolaan ketrangan dan urnum
yang meliputi kegiatan kepegawaian,
talta naskah dinas, perlengkapan,
nrmah tangga dan keprotokolan
serta perjalanan dinas.
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Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi,
pengolahan data dan pen5rusunan
program kerja evaluasi dan
pelaporan di lingkungan dinas;

b. penyiapan bahan administrasi,
akutansi dan pelaporan
keuangan;

c. pengelolaan administrasi
kepegawaian, pemberdayaan
sumber daya manusia di
linglnrngan dinas;

d. pengelolaan tata naskah dinas
dan kearsipan, perlengkapan,
rumah tangga, kehumasan,
protokol dan pe{alanan dinas di
linglmngan dinas;

e. penyiapan bahan pen5rusunan
laporan dan evaluasi pelaksanaan
program di lingkungan dinas; dan

f. pelaksanaan hrgas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Perumahan Dan Kawasan
Permtrkiman.

Sub Bagian
Umum Dan
Kepegawaian

Tfrgas :

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan pengelolaan tata
naskah dinas, pengelolaan barang
milik daerah, kearsipan serta
administrasi kepegawaian.

F\rngsi:
Dalam melaksanakan tugas Sub
Bagian Umum Dan Kepegawaian
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penJrusun€m r€ncana
kegiatan dan anggaran Sub
Bagran Umum Dan Kepegawaian;

b. pengurusan tzrtr- naskah dinas,
kearsipan, perjalanan dinas,
humas dan protokol serta rumah
tangga di lingkungan dinas;

c. penyiapan bahan penrusunan
rencana kebuhrhan, pengadaan,
pemeliharaan dan pelaporan
barang inventaris di lingkungan
dinas;

d. pengumsan administrasi
kepegawaian dan penyiapan
bahan pembinaan disiplin pegawai
di lingkungan dinas; dan

e. pelaksanaan ttrgas lain yang
diberikan oleh Sekretaris.
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Sub Bagian
Perencanaan

Tfrgas :

Sub Bagian Perencanaan mempunyai
ttrgas melalrukan penyiapan bahan
pen]rusunan program, angggaran,
evaluasi dan pelaporan bidang
perencanaan di lingkungan dinas.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub
Bagian Perencanaan mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan pen5rusunan rencana
kegiatan di Sub Bagian
Perencanaan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan
pen)rusunan program di
lingkungan dinas;

c. penyiapan bahan pengendalian
dan monitoring program di
linglrungan dinas;

d. penyiapan bahan pelaksanaan
administrasi, evaluasi dan
pelaporan program kegiatan di
lingkungan dinas; dan

e. pelaksanaan hrgas lain yang
diberikan Sekretaris.

Sub Bagian
Keuangan

T\rgas :

Sub Bagran Keuangan mempunyai
tugas melakrkan peny iapan bahan
pen5rusunan belanja, aktrntansi,
keuangan, evaluasi dan pelaporan
bidang keuangan di lingkungan
dinas.

F\rngsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub
Bagtan Keuangan mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penJrusunan rencana
kegiatan di Sub Bagan
Keuangan;

b. pengurusan surat permintaan
pembayaran dan surat perintah
membayar;

c. pelaksanaan kegiatan akuntansi
keuangan;

d. pengurusan perhitungan
anggaran di Linglmngan dinas;
dan

e. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan Sekretaris.

3. Bidang
Perumahan

Tugas :

Bidang Perumahan mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebliakan pelaksanaan
kebiiakan di bidane penrmahan.
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Fungsi :

Dalam menyelenggarakan hrgas
Bidang Pemmahan mempunyai
fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi
pen5rusunan program kerja
Bidang Perumahan;

b. pelaksanaan pendataan
perencanaan di
perumahan;

c. pelaksanaan penyediaan
pembiayaan di
pemmahan;

d. pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang perumahan;

e. pelaksanaan pengawasan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan
Bidang Pemmahan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman.

dan
bidang

dan
bidang

Seksi
Perencanaan Dan
Pendataan
Pertrmatran

T\rgas :

Seksi Perencanaan Dan Pendataan
Perumahan mempunyai tugas
melalnrkan penyiapan bahan
pen)rusuna.n dan pelaksanaan
kebijakan di bidang perencanaan dan
pendataan perumahan.

F\rngsi:
Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Perencanaan Dan Pendataan
Perumahan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan penJrusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Perencanaan Dan Pendataan
Perumahan;

b. penyiapan bahan penJrusunErn
dan pelaksanaan kebiiakan teknis
di bidang perencanaan pendataan
perumahan;

c. penyiapan bahan perencanaan
sistem pembiayaan di bidang 

]perumahan; 
I

d. penyrapan bahan perencanaan 
Ipengembangan sistem I

pembiayaan di bidang 
Iperumahan; 
Ie. penyiapan bahan pelaksanaan 
Ipengawasan, evaluasi d* 
|

pelaporan pelaksanaan kegiatan 
ISeksi Perencanaan Dan I

Pendataan Perumahan; dan 
I

f. pelaksanaan tugas lain yang I

diberikan oleh Kepala Bidang I

Pemmahan. i
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Seksi Penyediaan
Dan Pembiayaan

Ttrgas :

Seksi Penyediaan Dan Pembiayaan
mempunyai tugas melakukan
penyiapan batran pen5rusunan dan
pelaksanaan kebijakan dibidang
penyediaan dan pembiayaan
penrmahan.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan trrgas
Seksi Penyediaan Dan Pembiayaan
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan penJrusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Penyediaan Dan Pembiayaan;

b. penyiapan bahan pen5rusunan
kebijakan teknis dibidang
penyediaan dan pembiayaan
perumahan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan
pembinaan di dibidang
penyediaan dan pembiayaan
perumahan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang
penyediaan dan pembiayaan
pemmahan

e. bahan pelaksanaan
pengawasan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Penyediaan Dan
Pembiayaan; dan

f. pelaksanaan ttrgas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pemmahan.

Seksi
pemantauan dan
evaluasi

T\rgas :

Seksi pemantauan dan evaluasi
mempunyai tugas melalnrkan
penyiapan bahan penJrusunan dan
pelaksanaan kebiliakan dibidang
pemantauan dan
perumahan.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi pemantauan dan evaluasi
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan pen5rusunan rencana
kegiatan dan ar;iggaran Seksi
pemantauan dan evaluasi;

b. penylapan batran penrusunan
dan pelaksanaan kebijakan
teknis di bidang pemantauan dan
evaluasi perumahan ;

c. penyiapan bahan pelaksanaan
pembinaan di bidans

evaluasi
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pemantauan dan evaluasi
penrmahan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan
koordina.si di bidang pemantauan
dan evaluasi penrmahan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan
pengawas€rn, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pemantauan Dan Evaluasi;
dan

f. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Perrrmahan.

4. Bidang Kawasan
Permrrkiman

T\.rgas :

Bidang Kawasan Permukiman
mempunvai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan
kebiiakan di bidang kawasan
permukiman.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Bidang Kawasan Permukiman
mempunyai fungsi :

a. peyrapan bahan koordinasi
penJrusunan program kerja
Bidang Kawasan Permukiman;

b. pelaksanaan pendataan dan
perencanaan di bidang kawasan
permukiman;

c. pelaksanaan pencegahan dan
peningkatan kualitas perumatran
lmmuh dan permukiman kumuh;

d. pelaksanaan pemanfaatan dan
pengendalian
permukiman;

e. pelaksanaan

kawasan

pengawasan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan
Bidang Kawasan Permukiman;
dan

f. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh kepala Dinas
Pemmahan
Permukiman.

dan Kawasan

Seksi Pendataan
Dan Perencanaan
Kawasan
Permukiman

T\rgas :

Seksi Pendataan Dan Perencanaan
Kawasan Permukiman mempunyai
tugas melalnrkan penyiapan batran
pen5rusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pendataan dan
perenc€rnaan kawasan perrnukiman.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Pendataan Dan Perencanaan
Kawasan Permukiman mempunyai
fungsi:
a. nenviaoan bahan. oenselolaan
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data dan penJrusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Pendataan Dan Perencanaan
I(awasan Permukiman ;
penyiapan bahan penJrusunan
dan pelaksanaan kebiljakan
teknik di bidang pendataan dan
perencanaan
permukiman;
penyiapan bahan pelaksanaan
pembinaan di bidang pendataan
dan perencanaan kawasan
permukiman;
penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pendataan Dan
Perencanaan Kawasan
Permukiman; dan
pelaksanaan T\rgas lain yang
diberikan Kepala Bidang Kawasan
Permukiman.

kawasan

c.

d.

e.

Seksi Pencegahan
Dan Peningkatan
Kualitas

T\rgas :

Seksi Pencegatran Dan Peningkatan
Kualitas mempunyai tugas
penyiapan bahan pen)rusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang
pencegahan dan peningkatan
kualitas kawasan permukiman.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan trrgas
Seksi Pencegahan Dan Peningkatan
Kualitas mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan penJrusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Pencegahan Dan Peningkatan
Kualitas;

b. penyiapan bahan penJrusunan
dan pelaksanaan kebiiakan teknis
di bidang pencegahan dan
peningkatan kualitas kawasan
permukiman ;

c. penyiapan bahan pelaksanaan
pencegahan dan p.rrirrgt 

"t"r,kualitas perumahan kumuh dan l

permukiman krmuh; I

d. penyiapan bahan pelaksanaat 
]

pembinaan di bidang pencegahan 
Idan peningkatan kualitas 
I

kawasan permukiman; 
Ie. penyiapan bahan pelaksanaan 
Ipengawasan, evaluasi d* 
|

pelaporan pelaksanaan kegiatan 
ISeksi Pencegahan D"r, 
I

Peningkatan Kualitas; dan 
If. pelaksanaan hrsas lain vans I
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diberikan oleh Kepala Bidang
I(awasan Permukiman.

Seksi
Pemanfaatan Dan
Pengendalian

Tugas :

Seksi Pemanfaatan Dan
Pengendalian mempunyai tugas
melakrkan penyiapan bahan
penJrusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pemanfaatan
dan pengendalian kawasan
permukiman.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan
Seksi Pemanfaatan
Pengendalian mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan penJrusuna.n rencana
kegiatan dan an,ggaran Seksi
Pemanfaatan Dan Pengendalian;

b. penyiapan bahan pen5rusunan
dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pemanfaatan dan

tugas
Dan

pengendalian
permukiman;

c. penyiapan bahan pelaksanaan
pembinaan di bidang
pemanfaatan dan pengendalian
kawasan permukiman;

d. pelaksanaan kegiatan dan
fasilitasi di bidang pemanfaatan
dan pengendalian kawasan
permukiman;

e. penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pemanfaatan Dan
Pengendalian; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
I(awasan Permukiman.

kawasan

5. Bidang Prasarana
dan Sarana
Utilitas Umum
(PSU)

T\rgas :

Bidang Prasarana dan Sarana
Utilitas Umum (PSU) memepunyai
tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebljakan di bidang
PSU Penrmahan dan I(awasan
Permukiman,pertamanan dan
pemakaman.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Bidang Prasarana dan Sarana
Utilitas Umum mempunyai fungsi :

a. penylapan bahan koordinasi
penJrusunan program kerja
Bidang Prasarana dan Sarana
Utilitas Umum;

b. penviaoan Derumusan kebiiakan
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c.

d.

di bidang PSU pemmahan dan
kawasan permukiman serta
pertamanan;
pelaksanaan kebijakan di bidang
PSU perumahan dan kawasan
permukiman;
penJrusuna.n rencana teknik di
bidang PSU perumahan dan
kawasan permukiman;
penJrusun€rn
norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang PSU
perumatran dan kawasan
permukiman;
pelaksanaan bantrran PSU di
bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang PSU
perumahan dan permukiman;
pelaksanaan
penyedian,pengelolaan dan
pemeliharaan pertamanan dan
pemakaman;
pelaksaan penga\rasan,evaluasi
dan pelaporan kegiatan bidang
prasarana dan sarana utilitas
umum; dan
pelaksanaan tugas lain yang di
berikan oleh kepala dinas
perumahan dan kawasan
permukiman:

e.

h.

l.

j.

Seksi
petencaltaalt,
pemantauan dan
evaluasi PSU

T\rgas:
Seksi perencanaa, pemantauan dan
evaliasi PSU mempunyai hrgas
melakukan penyiapan bahan
pen5rusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang perencanaan,
pemantauan dan evaluasi
penyediaan PSU pemmahan dan
kawasan permukiman .

F\rngsi:
Dalam meyelenggarakan trrgas seksi
perencanaan, pemantauan dan
evaluasi PSU mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan pen5rusunan rencana
kegiatan dan anggaran seksi
perencanaan, penentuan dan
evaluasi PSU;

b. penyiapan bahan penJrusunan
kebijakan di bidang perencanarut,
pemantauan dan evaluasi
penyediaan PSU perumahan dan
kawasan permukimaan;
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c. penylapan bahan pelaksanaan
kebijakan di bidang perencanaan,
pemantauan dan evaluasi
penyediaan PSU perumatran dan
kawasan permukiman;

d. penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan seksi
perencanaan, pemantauan dan
evaluasi PSU; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh kepala bidang
prasarana dan sarana utilitas
umlrm.

Seksi
Pelaksanaan dan
Pemeliharaan PSU

T\rgas:
Seksi pelaksanaan dan pemeliharaan
PSU mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penJrusunan dan
pelaksanaan kebiiakan di bidang
pelaksanaan dan pemeliharaan PSU
dan pertamanan.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Pelaksanaan dan Pemeliharaan
PSU mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penJrusunan rencana
kegiatan dan anggaran seksi
pelaksanaan dan pemeliharaan
PSU;

b. penyiapan bahan penJrusunan
kebijakan di bidang pelaksanaan
dan pemeliharaan PSU dan
pertamanan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelaksanaan
dan pemeliharaan PSU dan
pertamanan;

d. penyiapan bahan penyediaan,
pengelolaan dan pemeliharaan
pertamanan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
seksi pelaksanaan dan
pemeliharaan PSU; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Prasarana dan Sarana Utilitas
Umum.

Seksi Pendataan
Dan Perrataan
Pemakaman

T\rgas
Seksi Pendataan Dan Penataan
Pemakaman mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan
penJrusuna.n dan pelaksanaan
kebiiakan di bidans Dendataan dan
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penataan pemakaman.

F\rngsi :

Datam menyelenggarakan trrgas
seksi pendataan dan penataan
pemakaman mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan pen5rusunan rencana
kegiatan dan anggaran seksi
pendataan dan penataan
pemakaman;

b. penyiapan bahan pelaksanaan
kebirjakan di bidang pendataan
dan penataan pemakaman;

c. penyiapan batran pelaksanaan
pembinaan di bidang pendataan
dan penataan pemakaman;

d. penyiapan bahan pelaksanaan
fasilitasi di bidang pendataan dan
penataan pemakaman;

e. penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
seksi pendataan dan penataan
pemakaman; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Prasarana dan sarana utilitas
umum.

6 Bidang Air Minum
dan Penyehatan
Lingkungan

T\rgas :

Bidang air minum dan penyehatan
lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Air
Minum, Sanitasi dan Drainase serta
sar€rna dan prasarana penyehatan
lingkungan;
F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Bidang Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi
penJrusunan program kerja Bidang
Air Minum, Sanitasi dan Drainase
serta sarana dan prasarana
penyehatan;

b. Penyiapan bahan perumusErn
kebijakan di bidang air minum,
sanitasi dan drainase serta sarana
dan prasarana penyehatan;

c. Pelaksanaan keb[iakan bidang air
minum, sanitasi dan drainase
serta saratra d,an prasarana
penyehatan;

d. Pen5rusunan rencana teknik di
bidang air minum, sanitasi dan
drainase serta sarana dan



-37 -

prasarana penyehatan lingkungan;
e. Pen5msunan norna, standar,

prosedur dan kriteria di bidang air
minrm, sanitasi dan drainase
serta sarana dan prasarana
penyehatan lingkungan;

f. Pelaksaraaa;n penyediaan air
minum, sanitasi dan drainase
serta sarana dan prsarana
penyehatan lingkungan;

g. Pelaksanaan pengelolaan dan
pemeliharaan sarana prasarana
air minum dan penyehatan
lingkungan;

h. Pelaksanaan pengawasan,evaluasi
dan pelaporan kegiatan bidang air
minum, sanitasi dan drainase
serta sarana dan prasarana
penyehatan lingkungan;

i. Mengkoordinasikan penyusunan
rencana program kerja dibidang
air minum sanitasi dan drainase
serta sarana dan prasarana
penyehatan linglrungan ;j. Menyusun bahan dokumen
perencanaan program keda,
kegiatan dan anggaran bidang air
minum, sanitasi dan drainase
serta sarana dan prasarana
penyehatan lingkungan;

k. Mengkoordinasikan seksi/sub
bidang dalam penJrusunan laporan
dan evaluasi pelaksanaan program
bidang air minum, sanitasi dan
drainase serta sarana dan
prasrarana penyehatan linglnrngan;
dan

l. Melaksanakan tugas-tugas lain
yans diberikan Kepala Dinas:

Seksi Air Minum T\rgas :

Seksi Air Minum mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan
penJrusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang Air Minum.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan trrgas
Seksi Air Minum mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penJrusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi Air
Minum;

b. penyiapan bahan penlrusunan
kebdakan teknis di bidang Air
Minum;

c. penyiapan bahan pelaksanaan
program kegiatan Air Minum;

d. penviapan bahan oelaksanaan



-38-

pembinaan di bidang Air Minum;
e. penylapan balran pelaksanaan,

pengawasan evaluasi dan
pelaporan kegiatan Seksi Air
Minum; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Air
Minum.

Seksi Sanitasi dan
Drainase

T\rgas :

Seksi Sanitasi dan Drainase
mempunyai tugas melakukan
penlnapan bahan penJrusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang
sanitasi dan drainase.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
seksi sanitasi dan drainase
mempunyai fungsi:
a. penyiapan batran, pengolahan

data dan penJrusunan rencana
kegiatan dan anggaran seksi
sanitasi dan drainase;

b. penyiapan bahan pen5rusunan dan
pelaksanaan kebiiakan teknis di
bidang sanitasi dan drainase;

c. penyiapan bahan pelaksanaan
program kegiatan sanitasi dan
drainase;

d. penyiapan bahan pelaksanaan
pembinaan dibidang sanitasi dan
drainase;

e. penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan seksi sanitasi
dan drainase; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan kepala bidang air
minum dan penyehatan
lindrunean:

Seksi Sarana dan
Prasarana
Penyehatan
Lingkungan

T\rgas :

Seksi Sarana dan Prasarana
Penyehatan Lingkungan mempunyai
tugas melakukan penylapan bahan
penJrusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang sarana dan
prasarana penyehatan lingkungan.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
seksi sarana dan prasarana
penyehatan lingkungan mempunyai
frrngsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penJrusunan renca.na
kegiatan dan anggaran seksi
sarana dan prasarana penvehatan
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lingli:ungan;
b. penyrapan batran penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan teknis di
bidang sarana dan prasarana
penyehatan lingkungan ;

c. penyiapan bahan pelaksanaan
program kegiatan sarana dan
prasarana penyehatan lingkungan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan
pembinaan dibidang sarana dan
prasarana penyehatan lingkungan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan seksi sarana
dan prasarana penyehatan
lingkungan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan kepala bidang air
minum dan penyehatan
lindrunsan:

7. Bidang
Pertanahan

T\rgas :

Bidang Pertanahan mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di Bidang
Pertanahan.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Bidang Pertanahan mempunyai
fungsi :

a. penyiapan bahan kordinasi
penJrusunan program kerja
Bidang Pertanahan;

b. pelaksanaan penJrusun€rn
kebdakan di bidang pertanahan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang
pertanatran;

d. perenc€rnaan penggunaan tanah
yang hamparannya dalam daerah
kabupaten;
pelaksanaan pembinaan di
bidang pertanahan;
pelaksanaan pemberian inn di
bidang pertanahan;
penetapan subyek dan obyek
redistribusi tanah serta ganti
kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanatr absentee;
penetapan tanah ulayat;
fasilitasi penyelesaian
permasalahan pertanahan;

j. pelaksanaan koordinasi dan
kerjasama dengan instansi terkait
dan lembaga lainnya dibidang
pertanahan;

k. pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan kegiatan
Bidane Pertanahan: dan

f.

h.
i.

pengawasan,
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1. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Perumatran dan I(awasan
Permukiman.

Seksi
Perencanaan Dan
Penggunaan
Tanah

Ttrgas:
Seksi Perencanaan Dan Penggunaan
Tanah mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penJrusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang
perenca.naan dan penggunaan tanah.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan hrgas
Seksi Perencanaan Dan Penggunaan
Tanah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan penJrusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Perencanaan Dan Penggunaan
Tanah;

b. penyiapan bahan pen1rusunan
dan pelaksanaan kebijakan di
bidang perencan€ran dan
penggunaan tanah;

c. penyiapan bahan pelaksanaan
koordinasi dan penrusunan
kebijakan di bidang perencana€rn
dan penggunaan tanah;

d. penyiapan bahan dan kerjasama
dengan instansi terkait dan
lembaga lainnya di bidang
perencanaan dan penggunaan
tanah;

e. penyiapan bahan perencanaan
penggunaan tanah;

f. penyiapan bahan penetapan
subyek dan obyek redistribusi
tanah serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan tanah
absentee;

g. penyiapan bahan penetapan
tanah ulayat;

h. penyiapan bahan pelaksanaan
pemberian izrn di bidang
pertanahan;

i. penlnapan bahan pelaksanaan
pengawasan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Perencanaan Dan
Penggunaan Tanah; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pertanahan.

Seksi Pengadaan
Tanah

T\rgas :

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan
pen5rusunan dan pelaksanaan
kebiiakan di bidans pensadaan
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tanah.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan trrgas
Seksi Pengadaan Tanah mempunyai
fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan pen5rusunan renc€rna
kegiatan dan anggaran Seksi
Pengadaan Tanah;

b. penyiapan bahan pelaksanaan
dan penJrusunan kebiiakan di
bidang pengadaan tanah;

c. pen5napan bahan pelaksanaan
koordinasi dan kegiatan dengan
instansi terkait, dan lembaga
lainnya di bidang pengadaan
tanah;

d. penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pengadaan Tanah; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain
yang di berikan oleh Kepala
Bidane Pertanahan.

Seksi Fasilitasi
Permasalahan
Pertanahan

T\rgas:
Seksi Fasilitasi Permasalahan
Pertanahan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan
penJrusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang fasilitasi
permasalahan pertanahan.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Fasilitasi Permasalahan
Pertanahan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penJrusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Fasilitasi Permasalahan
Pertanahan;

b. penyiapan bahan penyusun€rn
kebijakan di bidang fasilitasi
permasalahan pertanahan;

c. penlnapan bahan pelaksanaan
kebijakan di bidang fasilitasi
permasalahan pertanahan;

d. penyiapan bahan fasilitasi
penyelesaian permasalahan
pertanahan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan
koordinasi dan kegiatan dengan
instansi terkait, dan lembaga
lainnya di bidang fasilitasi
permasalahan pertanahan;

f. penyiapan bahan pelaksanaan
Densawasan. evaluasi dan
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pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Fasilitasi Permasalahan
Pertanahan;dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala
Bidans Pertanahan.

7. Unit Pelaks€rna
Teknis Dinas

Diatur dalam Peraturan tersendiri.

8. Kelompok
Jabatan
Funesional

Diatur dalam Peraturan tersendiri.

13. La.mpiran X)OOII Nomor Urut 30 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Angka L sampai dengan
Angka 8 diubah sehingga Nomor Urut 30 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

NO UNIT TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas T\rgas :

Dinas Pemberday€ran Perempuan
dan Perlindungan Anak mempunyai
tugas Membantu
menyelenggarakan

Bupati
urusan

pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerinta.tr Kabupaten
di bidang pemberdayaa.n perempuan
dan perlindungan anak.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan fungsi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak mempunyai
fungsi:
a. penJrusunan kebijakan di bidang

Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak guna
mendukung kemqiuan
perempuan dan perlindungan
anak;

b. pembinaan di bidang
pembangunan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak yang mencakup
pemberdayaan, kesetaraan dan
keadilan, serta hak asasi
manusia;

c. pengkoordinasian Program
Perempuan dan Perlindungan
Anak dengan Unit Kerja La.in;

d. perumusan dan Pen5napan
kebliakan
pembangunan

pelaksanaan
di bidang

Pemberdayaarl Peremprran dan
Perlindungan Anak yang
mencakup pemberdayaan,
kesejahteraan dan keadilan, hak
asasi manusia. nemberdavaan
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dan kelembagaan yang
mendukung kemajuan
perempuan dan perlindungan
anak;

e. penyiapan bahan perumusan
kebirjakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang
pendidikan, kesehatan,
kebudayaan, kesejahteraan
sosial, ekonomi dan keluarga
sejahtera;
perumusan kebi$akan
operasional di bidang
pengarustamaan gender dan
pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan
anak, pemenuhan hak anak, data
dan informasi gender dan anak;
pengkajian dan pengusulan
kebijakan Pemerintah Kabupaten
di bidang pengarustamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan,
perempuan

perlindungan
dan anak,

1.

pemenuhan hak anak, data dan
informasi gender dan anak;
pengkoordinasian
penatausahaan, Pemanflaatan
dan Pengamanan barang milik
Negara/Daerah;
pelaksanaan pengawasan,
pengendalian, evaluasi dan
pelaporan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan
pengarustamaan gender dan
pemberdaytran perempuan,
perlindungan perempuan dan
anak, pemenuhan hak anak, data
dan informasi gender dan anak;
dan

j. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Bupati sesuai
denean tueas dan funssinva.

2. Sekretariat T[gas :

Sekretariat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan
program Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
serta pengelolaan keuangan dan
umum yang meliputi kegiatan
kepegawaian, Eb naskah dinas dan
kearsipan, pengad.aan perlengkapan,
rumah tangga dan humas serta
perjalanan dinas.
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Fungsi ;
Dalam menyelenggarakan fungsi
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi,
pengolahan data dan penyusunan
program kerja dilinglmngan
Dinas;

b. penyiapan
akuntansi,
keuangan;

c. pengelolaan

administrasi,
dan pelaporan

adminsitrasi
kepegawaian peningkatan sumber
daya manusia;

d. pengelolaan perlengkapan, tata
naskah Dinas, kearsipan, rrrmatr
tangga, kehumasan dan
peg'alanan Dinas;

e. penyusunan rencana kebutuhan,
pengadaan dan pemeliharaan
inventaris kantor;

f. pelaksanaan fasilitasi advokasi di
lingkungan Dinas;

g. penyusunan laporan dan evaluasi
pelaksanaan program; dan

h. pelaksanaan trrgas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindunsan Anak.

Sub bagian
Umum dan
Kepegawaian

TUgas;
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan pengelolaan tata
naskah dinas, pengelolaan barang
milik daerah, kearsipan serta
administrasi kepegawaian.

F\rngsi:
Dalam melaksanakan tugas Sub
Bagran Umum Dan Kepegawaian
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolatran data

dan penyusunan rencana kegiatan
dan anggaran Sub Bagian Umum
Dan Kepegawaian;

b. pengurusan tartr- naskah dinas,
kearsipan, perjalanan dinas,
humas dan protokol serta n.mah
tangga di lingkungan dinas;

c. penyiapan bahan penyusunan
rencana kebutuhan, pengadaan,
pemeliharaan dan pelaporan
barang inventaris di lingkungan
dinas;

d. pengumsan administrasi
kepegawaian dan penyrapan bahan
pembinaan disiplin pegawai di
linglrungan dinas; dan



-45-

e. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagtan
Keuangan

T\rgas;
Sub Bagian Keuangan mempunyai
tugas melakukan kegiatan
administrasi, penatausahaan dan
akuntansi keuangan Dinas;

F\rngsi;
Dalam menyelenggarakan tugas Sub
Bagran Umum dan Kepegawaian
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengelolaan
data dan pen5rusunan rencana
anggaran, belanja kegiatan dan
akuntansi dinas;

b. pengurusan surat permintaan
pembayaran dan surat perintah
membayar;

c. melaksanakan kegiatan
akuntansi, penatausahaan dan
pelaporan keuangan;

d. pengunrsan perhitungan
anggaran di lingkungan dinas;
dan

e. pelaksanaan trrgas lain yang
diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian
Perencanaan

Ttrgas :

Dalam menyelenggarakan tugas Sub
Perencanaan mempunyai ttrgas
melakukan kordinasi dan
pen]rusunan rencana program,
kerjasama, anggaran pendapatan
dan belanja, dan memelihara
dokumen perencanaan serta
membuat laporan kinerja sesuai
dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku.

F\rngsi;
Dalarn menyelenggarakan hrgas Sub
ba.gan Perencanaan mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan, pengelolaan

data, dan penJrusrrnan rencana
kegiatan sub bagian penlrusunan
program;

b. penyiapan bahan
penJrusunan program kegiatan di
lingkungan dinas;

c. penyiapan bahan pengedalian dan
monitoring program di lingkungan
dinas;

d. penyiapan bahan pelaksanaan
administrasi, evaluasi dan
pelaporan program di lingkungan
dinas: dan

koordinasi
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e. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Sekretaris.

Bidang
Pengamsutamaan
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan

T\rgas :

Dalam menyelenggarakan ttrgas
Bidang Penganrsutamaan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan
mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinasikan pembagian
tugas, mengatrrr, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan
penJrusunan bahan kebijakan,
program dan kegiatan
Pengarustamaan Gender (PUG) dan
Pemberdayaan Perempuan di bidang
Ekonomi, Sosial, Politik, Hukrm dan
Pembinaan kualitas keluarga.

Ftrngsi:
Dalam menyelenggarakan tugas
Bidang Penganrsutamaan Gender
dan Pemberdayaafi Perempuan
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi
penJrusunan program kerja
Bidang Penganrsutamaan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan;

b. penyiapan perumusan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi,
sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;

c. penyiapan forum
penJrusunan

koordinasi
kebljakan

pelaksanaan penganrsutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi,
sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;

d. penyrapan penrmusan kajian
kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayadn perempuan di
bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga;

e. penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebdakan
pelal<sanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi,
sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;

f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebrjakan
pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaa:a
perempuan di bidane ekonomi,
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l.

sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;
penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supenrisi
penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga;

h. penyiapan pelembagaan
pengarusutamaan gender;

i. penyiapan standarisasi lembaga
penyedia layanan pemberdayaan
perempuan;

j. penyiapan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas
keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender dan hak anak;

k. pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, politik
hulnrm dan lmalitas keluarga;
dan
pelaksanaan trrgas lainnya yang
diberikan Kepala Bidang
Pengamsutamaan Gender dan
Pemberdavaan Perempuan.

Seksi
Pengarusutamaan
Gender Dan
Pemberdayaan
Perempuan Di
Bidang Ekonomi

TUgas :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Penganrsutamaan Gender Dan
Pemberdayaan Perempuan Di Bidang
Ekonomi mempunyai hrgas
menyiapkan bahan pen5rusunan
program, men5rusun rencana dan
melaksanakan kegiatan
pengamsutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan dibidang
ekonomi.
F\rngsi :

Dalam menyelen tugas
Seksi Pengamsutamaan Gender Dan
Pemberdayaan Perempuan Di Bidang
Ekonomi mempunyai fungsi :

a. penyiapan batran, pengolahan
data dan penJrusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
pemberdayaan ekonomi;

b. penyiapan perumusan kebiiakan
pelaksanaan pengarusrrtama,an
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

c. penyiapan forlm koordinasi
rrenvusunan kebiiakan
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d.

e.

pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;
penyiapan perumusan kajian
kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan percmpuan di
bidang ekonomi;
penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebljakan
pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;
penyiapan fasilitasi, sosidisasi
dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;
penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

h. penyiapan pelembagaan

1.

pengarrrstrtamaan gender di
bidang ekonomi;
penyiapan standarisasi lembaga
penyedia layanan perempuan di
bidang ekonomi;
pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi; dan
pelaksanaan ttrgas lainnya yang
diberikan oleh Bidang
Pengarusutamaan Gender dan
PemberdaYaan Perempuan.

J.

Seksi
Penganrsutamaan
Gender Dan
Pemberdayaan
Perempuan Di
Bidang Sosial,
Politik darr
Hukum

T\rgas :

Dalam menyelenggarakan ttrgas
Seksi Penganrsutamaan Gender Dan
Pemberdayaan Perempuan Di Bidang
Sosial, Politik dan Hukum
mempunyai tugas menyiapkan
bahan penJrusunan program,
menJrusun
melaksanakan

rencana dan
kegiatan

pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan dibidang
sosial, politik dan hulmm.

F"ungsi:
Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Penganrsutamaan Gender Dan
Pemberdavaan Perempuan di Bidane



-49-

Sosial, Politik dan Hulmm
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan perrJrusunan rencana
kegiatan dan anggaran seksi
pemberdayaan sosial,politik dan
hukum;

b. penyrapan perumusan kebiiakan
pelaksanaan penganrsutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang sosial,
politik dan hukum;

c. penyiapan forum koordinasi
penJrusunan kebijakan
pelaksanaan penganrsutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang sosial,
politik dan hukum;

d. penyiapan perumusan kajian
kebliakan pelalcsanaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuErn di
bidang sosial, pofitik dan hukum;

e. penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengartrsutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang sosial,
politik dan hukum;

f. penyrapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebiiakan
pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang sosial,
politik dan hukum;

g. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di
bidang sosial, politik dan hukum;

h. penyiapan pelembagaan
pengarusutamaan gender di
bidang sosial, politik dan hukum;

i. penyiapan standarisasi lembaga
penyedia layanan pemberdayaan
perempuan di bidang sosial,
politik dan hukum;

j. pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
keb[iakan pelaksanaan
pengamsutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di
bidang sosial, politik dan hukum;
dan

k. pelaksanaan tugas lainnya yang
diberikan oleh
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Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdavaan Perempuan.

Seksi
Pengarlsutamaan
Gender Dan
Pemberdayaan
Perempuan Di
Bidang kualitas
keluarga

T\rgas :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Pengamsutamaan Gender Dan
Pemberdayaan Perempuan Di Bidang
kualitas keluarga mempunyai tugas
menyiapkan bahan penJrusunan
program, menJrusun rencana dan
melaksanakan kegiatan
pengarusutamaan gender dan
pembinaan kualitas keluarga.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan trrgas
Seksi Penganrsutamaan Gender Dan
Pemberdaya€rn Perempuan Di Bidang
kualitas keluarga mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan pen5rusunan rencana
kegiatan dan anggar€rn seksi
pembinaan kualitas keluarga;

b. penyiapan perumusan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang l,malitas
keluarga;

c. penyiapan forum koordinasi
pen5rusunan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang kualitas
keluarga;

d. penyrapan perumusan l<ajian
kebiiakan pelaksanaan
pengarusutauraan gender dan
pemberdayaan perempuan di
bidang kualitas keluarga;

e. penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang kualitas
keluarga;

f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pengamsutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang }aralitas
keluarga;

g. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di
bidang kualitas keluarga;
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h. penyiapan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas
keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender dan hak anak;

i. pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebliakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdaya€rn perempuan di
bidang kualitas keluarga; dan

j. melaksanakan tugas lainnya yang
diberikan oleh Bidang
Pengamsutamaan Gender dan
Pemberdavaan Peremotran.

Bidang
Perlindungan
Perempuan
Anak

T\rgas :

Dalam menyelen Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak
mempunyai tugas merencanakan
operasional, menyelia, membagi
tugas, memberi petunjuk,
membimbing bawahan, mengoreksi
dan melaporkan penyelenggarazrn
kegiatan perlindungan perempuan
dan menyiapkan bahan kebijakan,
men)rusun program dan
mengoordinasikan penyusunan
rencana dan pelaksanaan kegiatan
perlindungan hak perempuan,
perlindungan anak dan pembinaan
lembaga layanan kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Bidang Perlindungan Perempuan dan
Anak mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi

penJrusuna.n program kerja
Bidang Perlindungan Perempuan
dan Anak;

b. penyiapan perumusan kebijakan
di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah
tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam sitrrasi
darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;

c. penyiapan perumusan kebijakan di
bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumatr tanrgga,
di bidang ketenagakerjaan, dalam
sihrasi darurat dan kondisi khusus
serta dari tindat< pidana
oerdasansan orans:
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d. penyiapan forum koordinasi
penyusunan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan
di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi danrrat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;
penyiapan forum koordinasi
penJrusunan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang

aan, dalam situasi
damrat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;
penyiapan perumusan kajian
keb[iakan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam
rrmah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam sihrasi
danrrat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;
penyiapan perumusan kajian
kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi
damrat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;
penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan
di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah
tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam sihrasi
darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;
penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan
di bidang perlindungan dan
pemberdayaart perempuan
korban kekerasan di dalam
rrmah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi
danrrat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;

e.

1.



j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebijakan di
bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam mmah
tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi
danrrat dan kondisi Hrusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;

k. penyiapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebiliakan di
bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam sihrasi
darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;

l. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebiiakan di bidang
pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan
di dalam nrmah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi danrrat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

m. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
penerap€rn kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam sihrasi
darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;

n. pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam sihrasi
damrat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;

o. pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam
nrmah tangga, di bidang

dalam situasi
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damrat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;

p. penyiapan perumusan kebijakan
di bidang perlindungan khusus
anak;

q. penyiapan forum koordinasi
pen5rusunan kebdiakan di bidang
perlindungan khusus anak;

r. penyiapan perumusan kajian
kebiqjakan di bidang perlindungan
khusus anak;

s. penyrapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebirjakan
di bidang perlindungan Hrusus
anak;

t. penyiapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebiiakan di
bidang perlindungan khusus
anak;

u. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supenrisi
penerapan kebifakan di bidang
perlindungan khusus anak;

v. pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang perlindungan
khusus anak;

w. penyrapan perumusan kebijakan
pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

x. penyiapan forrm koordinasi
penJ rsunan
pengumpulan,

keb{iakan
pengolahan,

analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

y. penyiapan pertrmusan kqiian
kebliakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan
dan anak;

z. penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

aa. penyiapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap

dan
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ab. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
penerapan
pengumprrlan,

kebiiakan
pengolatran,

analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

ac. penyiapan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia
layanan perlindungan
perempuan;

ad. pen5rrapan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia
layanan bagr anak yang
memerltrkan perlindungan
khusus;

ae. pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebliakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan
dan anak; dan

af. petaksanaan tugas lainnya yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindunean Anak.

Seksi
Pencegahan Dan
Penanganan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan

Tfrgas:
Dalam menyelenggarakan Seksi
Pencegahan Dan Penanganan
Kekerasan Terhadap Perempuan
mempunyai tugas menyiapkan
bahan penJrusunan program,
menJrusun rencana dan
melaksanakan kegiatan
perlindungan hak perempuan.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Pencegahan Dan Penanganan
Kekerasan Terhadap Perempuan
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan pen5rusunan rencana
kegiatan dan anggaran seksi
pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan;

b. penylapan perumusan kebijakan
di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah
tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalarn situasi
danrrat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
oran.g;



d.

c. penyiapan perumusan kebiiakan
di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam sihrasi
darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;
penyrapan forum koordinasi
pen5rusunan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan
di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakedaan, ddam
situasi damrat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana
perdagangurn orang;
penyiapan fonrm koordinasi
pen)rustrnan kebiiakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi
danrrat dan kondisi Hrusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;
penyiapan perumusan kaliian
kebiiakan di bidang pencegahan
dan penang€rnan kekerasan
terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi
danrrat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;
penyiapan perumusan k4iian
kebljakan di bidang perlindungan
dan pemberdayaan perpmpuan
korban kekerasan di dalam
rumah tamgga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;
penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan keb{iakan
di bidang pencegahan dan
pen€rnganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah
tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi ktmsus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;
penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi

h.
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di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam
nrmatr tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam sihrasi
damrat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;

j. penlnapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebijakan di
bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah
tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam sittrasi
darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;

k. penyiapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebdakan di
bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam
rtrmah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam sihrasi
darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;

I. penyrapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan
di dalam n-mah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam
sihrasi damrat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

m. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supenrisi
penerapan keb[iakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakeqaan, ddam situasi
danrrat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;

n. penyiapan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia
layanan perlindungan
perlempuan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang
ketenagakeqaan, dalam situasi
danrrat dan kondisi khusus serta
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dari tindak pidana perdagangan
orang;
penyiapan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia
layanan
perempuan

perlindungan
di bidang

perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di
dalam nrmah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;
pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam sihrasi
damrat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan
orang;
pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang 

l

ketenagakerjaan, dalam sihrasi 
l

darurat dan kondisi khusus serta 
Idari tindak pidana perdagangan 
i

orang; dan 
I

pelaksanaan tugas lainnya yang 
l

diberikan oleh Kepala Bidang 
I

ffidrts.r, Perempuan o* 
|

Seksi
Perlindungan
Khusus Anak

T\rgas :

Dalam menyelenggarakan Seksi
perlindungan khusus anak
mempunyai trrgas menyiapkan
bahan pen5rusunan program,
menJrusun rencana dan
melaksanakan kegiatan
perlindungan khusus anak.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi perlindungan khusus anak
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan,pengolahan

data dan penrusunan rencana
kegiatan dan anggaran seksi
perlindungan khusus anak;

b. penlnapan perumusan kebijakan
di bidang perlindungan khusus
anak:
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d.

e.

h.

J.

penyiapan forum koordinasi
penrusunan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;
penyiapan perumusan kqiian
kebijakan di bidang perlindungan
khusus anak;
penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan
di bidang perlindungan khusus
anak;
penyiapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebiiakan di
bidang perlindungan khusus
anak;
penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebiliakan di bidang
perlindungan khusus anak;
penyiapan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia
layanan bagl anak yang
memerlukan perlindungan
khusus;
pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebijat<an di bidang perlindungan
khusus anak; dan
pelaksanaan tugas lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Perlindungan Perempuan dan
Anak.

Seksi
Data Dan
Informasi
Kekerasan
Terhadap
Perempuan Dan
Anak

T\rgas:
Dalam menyelenggarakan Seksi Data
Dan Informasi Kekerasan Terhadap
Perempuan Dan Anak mempunyai
tugas menyiapkan batran
pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan
anak.

Rrngsi :

Dalam menyelenggarakan ttrgas
Seksi Data Dan Informasi Kekerasan
Terhadap Perempuan Dan Anak
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolatran

data dan penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran seksi data
dan informasi kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

b. penyiapan perumusan keb[iakan
pengurnpulan, pengolahan,
analisis dan penyqiian data dan
informasi kekerasan terhadap
percmpuan dan anak;
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penyiapan fomm koordinasi
pen5 rsunan kebi,jakan
pengumpulan, p€ngolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
penyiapan perumusan kajian
kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan
dan anak;
penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
penlnapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
penyiapan bahan pemberian

teknis dan supenrisi
penerapan
pengumpulan,

kebijakan
pengolahan,

analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
keb{iakan pengumpulan,

h.

l.

pengolahan, analisis d* 
|penyqiian data dan informasi 
I

kekerasan terhadap perempuan 
I

dan anak; dan 
I

pelaksanaan tugas lainnya yang 
Idiberikan Kepala Bidang I

[H.O***, 
Perempuan O* 

|

Bidang
Pemenuhan Hak
Anak

T\rgas :

Dalam menyelenggarakan Bidang
Pemenuhan Hak Anak mempunyai
tugas merencanakan operasional,
mengkoordinasikan pembagian
tugas, memberi petunjuk,
membimbing bawahan,
mengevaluasi dan melaporkan hasil
kegiatan bidang pemenuhan hak
anak.
Fungsi:
Dalam menyelenggarakan tugas
Bidang Pemenuhan Hak Anak
mempunyai fungsi:



b.

c.

a. penyiapan bahan koordinasi
pen5rusunan program kerja
Bidang Pemenuhan Hak Anak;
penyiapan perumusan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak
sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;
penyiapan forum koordinasi
penJrusunan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak
sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan
kesejahtera€ul serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

d. penyiapan perumusan kajian
kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan linglmngan,
kesehatan dan kesejahtera€Ln
serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;
penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak
sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;
penyiapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak
sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;
penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pemenuhan
hak anak terkait hak sipil,
informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

h. penyiapan pelembagaan
pernenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, non
pemerintah, dan dunia usaha;

i. penyiapan penguatan dan

e.
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layanan peningatan kualitas
hidup anak;

j. pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan
serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya; dan

k. pelaksanaan tugas lainnya yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindunean Anak.

Seksi
Pemenuhan Hak
Anak Di Bidang
Pengasuhan,
Pendidikan Dan
Budaya

T\rgas :

Dalam menyelenggarakan Seksi
Pemenuhan Hak Anak Di Bidang
Pengasuhan, Pendidikan Dan
Budaya mempunyai hrgas
menyiapkan bahan pen1rusunan
program, menJrusun rencana dan
melaksanakan kegiatan pemenuhan
hak anak dibidang pengasuhan,
pendidikan dan budaya.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Pemenuhan Hak Anak Di
Bidang Pengasuhan, Pendidikan Dan
Budaya mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan pen5rusunan rencana
kegiatan dan anggairan seksi
pemenuhan hak anak di bidang
pengasuhan, pendidikan dan
budaya;

b. penyiapan perumusan keb[iakan
pemenuhan hak anak di bidang
pengasuhan alternatif dan
pendidikan serta pemanfaatan
waktu luang dan kegiatan
budaya;

c. penyiapan fon.m
penJrusunan

koordinasi I

kebijakan I

pemenuhan hak anak di bidang I

pengasuhan alternatif d* 
|pendidikan serta pemanfaatan 
Iwaktu luang dan kegiatan 
Ibudaya; 
Id. penyrapan perumusan kajian I

kebijakan pemenuhan hak anak Idi bidang pengasuhan alternatif Idan pendidikan serta 
I

pemanfaatan wakhr luang d* 
|

kegiatan budaya; I
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e. penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak di bidang
pengasuhan alGrnatif dan
pendidikan serta pemanfaatan
wakhr luang dan kegiatan
budaya;
penyiapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebijakan
pemenuhan hak anak di bidang
pengasuhan alternatif dan
pendidikan serta pemanfaatan
waktu luang dan kegiatan
budaya;
penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebiiakan pemenuhan
hak anak di bidang pengasuhan
alternatif dan pendidikan serta
pemanfaatan waktrr luang dan
kegiatan budaya;

h. penyiapan pelembagaan
pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah,
nonpemerintah, dan dunia usaha
di bidang alternatif
dan pendidikan serta
pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya;
penyiapan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia
Iayanan peningatan kuatitas
hidup anak di bidang
pengasuhan alternatif dan
pendidikan serta pemanfaatan
walrhr luang dan kegiatan
budaya;
pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapzrn
kebiiakan pemenuhan hak anak
di bidang pengasuhan alternatif
dan pendidikan serta
pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya; dan
pelaksanaan tugas lainnya ytrtg
diberikan oleh Kepala Bidang
Pemenuhan Hak Anak.

l.

J.

Seksi
Pemenuhan Hak
Anak Di Bidang
Hak Sipil,
Informasi dan
Partisipasi

T\rgas :

Dalam menyelenggarakan Seksi
Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak
Sipil, Informasi dan Partisipasi
mempunyai hrgas menyiapkan
bahan penlmsuuur prograrn,
menJrusun rencana dan
melaksanakan kegiatan pemenuhan
hak anak dibidang hak sipil,
informasi dan partisioasi.



Fungsi :

Dalam menyelenggarakan trrgas
Seksi Pemenuhan Hak Anak Di
Bidang Hak Sipil, Informasi dan
Partisipasi mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penJrusunan rencana
kegiatan dan anggaran seksi
pemenuhan hak anak di bidang
hak sipil, informasi dan
partisipasi;

b. penyiapan perumusan kebirjakan
pemenuhan hak anak di bidang
hak sipil, informasi dan
partisipasi;

c. penyiapan forrm koordinasi
penJrusunan kebijakan
pemenuhan hak anak di bidang
hak sipil, informasi dan
partisipasi;

d. penyiapan perumusan kajian
kebijakan pemenuhan hak anak
di bidang hak sipil, informasi dan
partisipasi;

e. penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebij akan
pemenuhan hak anak di bidang
hak sipil, informasi dan
partisipasi;

f. penyrapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebiiakan
pemenuhan hak anak di bidang
hak sipil, informasi dan
partisipasi;

g. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supenrisi
penerapan kebijakan pemenuhan
hak anak di bidang hak sipil,
informasi dan partisipasi;

h. penyiapan pelembagaan
pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah,
nonpemerintah, dan dunia usaha
di bidang hak sipil, informasi dan
partisipasi;

i. penlnapan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia
layanan peningatan kualitas
hidup anak di bidang hak sipil,
informasi dan partisipasi;

j. pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebijakan trrernenuhan hak anak
di bidang hak sipil, informasi dan
partisipasi; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan
innya yans diberikan oleh
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Kepala Bidang Pemenuhan Hak
Anak.

Seksi
Pemenuhan Hak
Anak Di Bidang
Kesehatan Dasar
dan
Kesejahteraan

T\rgas :

Dalam menyelenggarakan Seksi
Pemenuhan Hak Anak Di Bidang
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
mempunyai tugas menyiapkan
bahan penJrusunan program,
menjrusun rencana dan
melaksanakan kegiatan seksi
pemenuhan hak anak di bidang
kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Fungsi :

Dalam akan trrgas
Seksi Pemenuhan Hak Anak Di
Bidang Kesehatan Dasar dan
Kesejahteraan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan pen5rusunan rencana
kegiatan dan anggaran seksi
pemenuhan hak anak di bidang
kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

b. penyiapan perumusan kebiiakan
pemenuhan hak anak di bidang
kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

c. penyiapan forum koordinasi
penJrusunan kebiiakan
pemenuhan hak anak di bidang
kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

d. penyiapan perumusan keiian
kebiliakan pemenuhan hak anak
di bidang kesehatan dasar d"r, 

]kesejahteraan; 
Ie. penyiapan koordinasi d"n 
I

sinkronisasi penerapan kebirjakan 
I

pemenuhan hak anak di bidang 
Ikesehatan dasar d* 
|kesejahteraan; 
If. penyiapan fasilitasi, sosialisasi Idan distribusi kebijakan 
I

pemenuhan hak anak di bidang Ikesehatan dasar dar, Ikesejatrteraan; 
Ig. penyiapan bahan pemberian 
I

bimbingan teknis dan supervisi 
I

penerapan keb{iakan pemenuhan 
I

hak anak di bidang kesehatan I

dasar dan kesejahteraan; 
Ih. penyiapan pelernbagaan I

pemenuhan hak anak pada I

lembaga pemerintah, 
I

nonpemerintah, dan dunia usaha 
Idi bidane kesehatan dasar dan I
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kesejahteraan;
i. penyiapan penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia
Layanan peningatan ktralitas
hidup anak di bidang kesehatan
dasar dan kesejahteraan;

j. pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebiiakan pemenuhan hak anak
di bidang kesehatan dasar dan
kesejahteraan; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pemenuhan Hak
Anak.

Bidang
Data Dan
Informasi Gender
Dan Anak

T\rgas :

Bidang Data Dan Informasi Gender
Dan Anak mempunyai ttrgas
menyiapkan bahan penJrusunan
program, menJrusun rencana dan
melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi
gender dan anak.

F\rngsi:
Dalam menyelenggarakan tugas
Bidang Data Dan Informasi Gender
Dan Anak mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi

pen5rusunan program keda
Bidang Data Dan Informasi
Gender Dan Anak;

b. penyiapan perumusan kebijakan
pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi gender dan anak;

c. penyiapan forum koordinasi
penJrusunan
pengumpulan,

kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi
gender dan anak;

e. penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi gender dan anak;

f. penyiapan flasilitasi, sosia.lisasi
dan distribusi kebiiakan
pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi gender dan anak:

kebijakan 
I

pengolahan, 
I

analisis dan penya$ian data d"r, 
I

informasi gender dan anak; 
Id. penyiapan perumusan kajian 
I
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g. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebliakan
pengumpulan, p€ngolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi gender dan anak;

h. pemantauan, analisis, erraluasi
dan pelaporan penerapan
kebiiakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan
penyqiian data dan informasi
gender dan anak; dan

i. pelaksanaan tugas lainnya yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

I

I Seksi
I o"t" nr'
I Irrfor*"si Gender

T\rgas :

Seksi Data Dan Informasi Gender
mempunyai hrgas menyiapkan
bahan penJrusunan program,
menJrusun
melaksanakan

rencana dan
kegiatan

pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi
gender.

Ftrngsi:
Dalam menyelenggarakan ttrgas
Seksi Data Dan Informasi Gender
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan pen5rusunan rencana
kegiatan dan anggaran seksi data
dan informasi gender;

b. penyiapan fonrm koordinasi
penJrusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi gender;

c. penJnapan pertrmusan kajian
kebiliakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan
peny4iian data dan informasi
gender;

d. penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebiiakan
pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi gender;

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebiiakan
pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajien d,ato. d,arr
informasi gender;

f. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
rreneraDan kebiiakan
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pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi gender;

g. pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi
gender; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh
Kepala Bidang Data Dan
Informasi Gender Dan Anak.

Seksi
Data Dan
Informasi Anak

T\rgas :

Dalam menyelen Seksi Data
Dan Informasi Anak mempunyai
hrgas menyiapkan bahan
penJrusunan program, men]rusun
rencana dan melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi
anak.

Fungsi :

Dalarn menyelenggarakan tugas
Seksi Data Dan Informasi Anak
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan pen5rusunan rencana
kegiatan dan anggaran seksi data
dan informasi anak;

b. penyiapan perumusan kebijakan
pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data darr
informasi anak;

c. penyiapan forum koordinasi
pen)rusunan
pengumpulan,

kebijakan
pengolahan,

analisis dan penyajian data dan
informasi anak;

d. penylapan perumusan kajian
kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi
anak;

e. penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolatran,
analisis dan penyajian data dan
informasi anak;

f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi kebiiakan
trrengurnprrlan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi anak;

g. penyiapan bahan pemberian
bimbinean teknis dan suoervisi
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penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan
informasi anak;

h. pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan
kebiiakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi
anak; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh
Kepala Bidang Data Dan
Informasi Gender Dan Anak.

Seksi
Layanan Data
Anak Dan Gender

T\rgas:
Dalam menyelenggarakan Seksi
Layanan Data Anak Dan Gender
mempunyai ttrgas menyiapkan
bahan pen5rusunan program,
men]rusun rencana dan
melaksanakan kegiatan dibidang
layanan data anak dan gender.

t\rngsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi l,ayanan Data Anak Dan
Gender mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan pen5rusunan rencana
kegiatan dan anggaran seksi
layanan data anak dan gender;

b. penyiapan perumusan kebijakan
penyediaan layanan data gender
dart anak;

c. penyiapan forum
penJrusunan

koordinasi
kebiiakan

penyediaan layanan data gender
dan anak dalam website (egoul;

d. penyiapan perumusan kajian
kebijakan penyediaan layanan 

]

data gender dan anak datam 
]

website (ego4; 
Ie. penyiapan koordinasi dan 
I

sinkronisasi penerapan kebirjakan 
I

penyediaan layanan data gender 
I

dan anak dalam website (egoul; 
If. penlnapan fasilitasi, sosialisasi 
Idan distribusi keblirk"" 
I

penyediaan layanan data gender 
I

dan anak dalam website (egoul; 
Ig. penyiapan bahan pemberian 
I

bimbingan teknis dan supervisi 
I

penerapan kebijaf<an penyediaan I

layanan data gender dan anak 
I

dalam website (egoul; 
Ih. trremantauan, analisis, evaluasi 
Idan pelaooran oeneraoan I
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Diantara Nomor urtt 3O dan Nomor urrt 31 La.mpiran )OOCII
disisipkan 1 (satrr) lampiran yaitu lampiran 3OA Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut :

1.

kebijakan penyediaan layanan
data gender dan anak dalam
website (egot); dan
pelaksanaan trrgas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh
Kepala Bidang Data Dan
Informasi Gender Dan Anak.

No Unit Oreanisasi T\rgas dan Ftrnesi
1. Dinas T\rgas:

Dinas Pariwisata mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang
pariwisata yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas
pembantuan.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Dinas Pariwisata dan ekonomi
kreatif mempunyai fungsi :

a. perumusan kebliakan di bidang
destinasi
pariwisata,

dan industri
pemasaran

pariwisata, p€ngembangan
ekonomi kreatif, pengembangan
sumber daya pariwisata dan
ekonomi kreatif;

b. pengoordinasian dan
sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan dibidang destinasi
dan industri pariwisata,
pemasaran pariwisata,
pengembangan ekonomi kreatif,
pengembangan sumber daya
pariwisata dan ekonomi kreatif,

c. pengoordinasian pelaksanaan
ttrgas, pembinaan dan
pemberian dul,nrngan
administrasi di lingkungan
Dinas Pariwisata;

d. pelaksanaan bimbingan teknis
dan supervisi atas pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang
destinasi dan industri
pariwisata, p€masaran
pariwisatar p€tlgembangan
ekonomi kreatif, pengembangan
sumber daya pariwisata dan
ekonomi kreatif;
pengelolaan barang
milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab Dinas
Pariwisata:

e.
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f. pengelolaan kesekretariatan
meliputi umum dan
kepegawaia.n, perencanaan, dan
keuangan;

g. pengawasan atas pelaksanaan
tugas di lingkungan Dinas
Pariwisata; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Bupati sesuai
densan tueas dan funesinva.

2. I Sekretariat T\rgas :

Sekretariat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan
koordinasi perencanaa, evaluasi
dan pelaporan program Dinas
Pariwisata serta pengelolaan
keuangan dan umum yang meliputi
kegiatan kepegawai arr, tata. naskah
dinas, kearsipan, pengadaan
perlengkapan, rumah tangga dan
humas serta perjalanan dinas di
lingkungan Dinas Pariwisata.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi,

pengolahan data dan
pen)rusunan program kerja di
lingkungan dinas;

b. pelaksanaan verifikasi,
pengolahan data dan
penJrusunan program kerja di
lingkungan dinas;

c. pengoordinasian penatausahaan
keuangan di lingkungan dinas;

d. pengoordinasian pengelolaan
administrasi kepegawaian ;

e. pengoordinasian pengelolaan
perlengkapan, tata naskah
dinas dan arsip, rumah tangga, 

]

kehumasan dan perjalanan 
I

dinas;
f. penrusunan laporan d* 

l

pelaksanaan program; dan 
Ig. pelaksanaan tugas lain yang 
I

diberikan oleh Kepala Dinas 
IPariwisata. I

Sub Bagian
Umum Dan
Kepegawaian

T\rgas :

Sub Bagran Umum Dan
Kepegawaian mempunyai tugas
pelaksanaan pen5rusunan bahan
kegiatan di Srrb Bagian Urnrrrn Dan
Kepegawaian dan pengelolaan tata
naskah dinas dan kearsipan serta
tata. usaha, kepegawaian, humas
dan perlenskapan.
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I\rngsi :

Dalam menyelenggarakan hrgas
Sub Bagian Umum Dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan menJrusun rencana
kegiatan dan angga.ran Sub
Bagian Umum Dan
Kepegawaian;

b. pengelolaan tata naskah dinas,
hubungan masyarakat serta
rrmah tangga di linglmngan
dinas;

c. penJrusunan
kebutrrhan,

rencana
pengadaan,

pemeliharaan dan pelaporan
barang inventaris di lingkungan
dinas;

d. pengelolaan administrasi
kepegawaian dan pembinaan
disiplin pegawai di lingkungan
dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan Sekretaris

Sub Bagian
Perencanaan

T\rgas :

Sub Bagran Perencanaan
mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penJrusunan
program, evaluasi dan pelaporan di
lingkungan dinas.

Fungsi :

Dalam menyelen tugas
Sub Barydie.r, Perencanaan
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan menJmsun rencana
kegiatan dan anggaran Sub
Bagran Perencanaan;

b. penyiapan bahan koordinasi
penyusunan program di
lingkungan dinas;

c. penyiapan bahan pen5rusunan
dokumen perencanaan di
lingkungan dinas;

d. penyiapan bahan pengendalian,
monitoring, evaluasi dan
pelaporan program; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan Sekretaris.

Sub Bagian
Keuangan

T\rgas :

Sub Bagian Keuangan mempunyai
tugas rnelakukan penyiapan bahan
penJrusunan anggaran, belanja dan
akuntansi keuangan.
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Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Sub Bagian Keuangan mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penyusunan rencana
kegiatan dan a.nggaran Sub
Bagian Keuangan;

b. penyiapan bahan, pengolahan
data dan penyusunan anggaran,
belanja dan akuntansi
keuangan di lingkungan dinas;

c. pengtrrusan surat permintaan
pembayaran dan surat perintah
membayar;

d. penyiapan bahan pen5rusunan
akuntansi dan pelaporan
keuangan;

e. pengurusan pembulman dan
perhihrngan anggaran di
lingkungan dinas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan Sekretaris.

3. Bidang Destinasi
Dan Industri
Pariwisata

Ttrgas :

Bidang Destinasi Dan Industri
Pariwisata mempunyai ttrgas
melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan keb[iakan serta
koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan keb{iakan di bidane
pengembangan daya tarik wisata,
pengembang€rn kawasan
pariwisata, dan pengembangan
industri pariwisata.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Bidang Destinasi Dan Industri
Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan dan
koordinasi pen5msunan program
keda Bidang Destinasi Dan
Industri Pariwisata;

b. perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang
pengembangan daya tarik
wisata, pengembangan kawasan
pariwisata, dan pengembangan
industri pariwisata;

c. pengoordinasian dan
sinkronisasi
kebiialran di

pelaksanaan

pengembangan daya
wisata, pengembangan kawasan
pariwisata, dan pengembangan
industri pariwisata;

bidang I

tarik I
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d.

e.

penyusunan norrna, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang
pengembangan daya tarik
wisata, pengembangan kawasan
pariwisata, dan pengembangan
industri pariwisata;
pemberian bimbingan teknis
dan supervisi di bidang
pengembangan daya tarik
wisata, pengemba.nga.n kawasan
pariwisata, dan pengembangan
industri pariwisata;
pelaksanaan pemantauan,
analisis, evaluasi dan pelaporan
di bidang pengembangan dava
tarik wisata, pengembangan
kawasan pariwisata, dan
pengembangan
pariwisata; dan
pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Pariwisata.

industri

I Seksi
I e"rrg"*bangan
I Oaya Tarik
lWisata

T\rgas :

Seksi Pengembangan Daya Tarik
Wisata mempunyai trrgas
menyiapkan bahan pen)rusunan
program, men5rusun rencana dan
melaksanakan kegiatan dibidang
pengembangan daya tarik wisata.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Pengembangan Daya Tarik
Wisata mempunyai fungsi :

a. penJnapan bahan, pengolatran
data dan penyusunan rencana
kegiatan darr anggararr Seksi
Pengembangan Daya Tarik
Wisata;

b. penyrapan
kebiiakan

perumusan
bidang

bahan
di

pengembangan daya tarik
wisata (kuliner, SPA, sejarah,
religi, tradisi dan seni budaya,
perdesaan dan perkotaan, 

]konvensi, olahraga d* 
Irekreasi); 
Ic. penyiapan bahan koordinasi 
I

dan sinkronisasi pelaksanaan 
I

kebijakan di bidang 
Ipengembangan daya tarik

wisata {kuliner, SPA, sejarah,
religr, tradisi dan seni budaya,
perdesaan dan perkotaan,
konvensi, olahraga dan
rekreasi);

d. penyiapan bahan pen)rusunan
norrna. standar. orosedur. dan
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kriteria di bidang
pengembangan daya tarik
wisata;

e. penyiapan batran pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pengembangan daya
tarik wisata (kuliner, SPA,
sejarah, religi, tradisi dan seni
budaya, perdesaan dan
perkotaan, konvensi, olahraga
dan rekreasi);

f. penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi kebliakan di
bidang pengembangan daya
tarik wisata;

g. penyiapan bahan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan
pelaporan
kebijakan

pelaksanaan
di bidang

pengembangan daya tarik
wisata; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Destinasi Dan
Pariwisata.

Industri

I

I

I Seksi
I e"rrg"-bangan
I Kawasan
I Pariwisata

T\rgas:
Seksi Pengembangan Kawasan
Wisata mempunyai tugas
menyiapkan bahan penJrusunan
program, menrusun rencana dan
melaksanakan kegiatan dibidang
pengembangan kawasan wisata.

Fungsi :
Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Pengembangan Kawasan
Wisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan penyusunan rencana
kegiatan dan a.nggaran Seksi
Pengembangan I(awasan
Wisata;

b. penyiapan bahan perumusan
kebijakan di bidang
pengembangan kawasan wisata
(perencangan destinasi,
amenitas, dan asesibilitas
mencakup wisata bahari, wisata
ekologi, pertualangan dan
kawasan wisata);

c. penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijaf<an di bidang
pengembangan kawasan wisata
(perencangan destinasi,
amenitas, dart asesibilitas
mencakup wisata bahari. wisata



-76-

e.

ekologi, pertualangan dan
kawasan wisata);

d. penyiapan batran pen5rusunan
norrna, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang
pengembangan kawasan wisata
(perencangan destinasi,
amenitas, dan asesibilitas
mencakup wisata bahari, wisata
ekologi, pertualangan dan
kawasan wisata);
penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan superwisi
di bidang pengembangan
kawasan wisata (perencangan
destinasi, arnenitas, dan
asesibilitas mencakup wisata
bahari, wisata ekologi,
pertualangan dan kawasan
wisata);
penyiapan bahan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan
pelaporan
kebijakan

pelaksanaan
di bidang

pengembangan kawasan wisata;
dan

g. pelaksanaan ttrgas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Destinasi Dan
Pariwisata.

lndustri

Seksi
Pengembangan
Industri
Pariwisata

T\rgas :

Seksi Pengembangan Industri
Pariwisata mempunyai tugas
menyiapkan bahan penJrusunan
program, menJrusun rencana dan
melaksanakan kegiatan dibidang
pengembangan industri pariwisata.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan hrgas
Seksi Pengembangan Industri
Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan
data dan pen5rusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Pengembangan
Pariwisata;

b. penyiapan
kebijakan
pengembangan

Industri

perumusan
di bidang

industri
pariwisata (kemitraan usaha
pariwisata, standar usatra
pariwisata, sertifikasi usaha
pariwisata dan investasi usaha
pariwisata);

c. penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi oelaksanaan
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d.

keb[iakan di bidang
pengembangan industri
pariwisata (kemitraan usaha
pariwisata., standar usatra
pariwisata, sertifikasi usaha
pariwisata dan investasi usaha
pariwisata|;
penyiapan pen5rusunan nonna,
standar, prosedur, dan kriteria
di bidang pengembangan
industri pariwisata (kemitraan
usatra pariwisata, standar
usatra pariwisata, sertifikasi
usaha pariwisata dan investasi
usaha pariwisata);

e. penyiapan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pengembangan
industri pariwisata (kemitraan
usatra pariwisata, standar
usaha pariwisata, sertilikasi
usaha pariwisata dan investasi
usaha pariwisata);
penyiapan batran pemantauan,
analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang
pengembangan industri
pariwisata (kemitraan usaha
pariwisata, standar usaha
pariwisata, sertifikasi usatra
pariwisata dan investasi usaha
pariwisata); aan
pelaksanaan tugas lain yarrg
diberit<an oleh Kepala Bidang
Destinasi
Pariwisata.

Dan Industri

4. Bidang
Pemasaran
Pariwisata

T\rgas :

Bidang Pemasaran Pariwisata
mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebiiakan
di bidang strategi dan komunikasi
pemasaran pariwisata, analisis
data pasar pemasaran pariwisata,
pengembangan pemasaran
pariwisata dalam dan luar negeri.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Bidang Pemasaran Pariwisata
mernprrnyai fi.rngsi:
a. penyiapan bahan dan

koordinasi penyusunan program
kerja di Bidang Pemasaran
Pariwisata:
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b. perumusan dan pelaksanaan
kebiiakan di bidang pemasaran
pariwisata (strategi dan
komurrikasi penursaran
pariwisata, analisis data pasar
pemasaran pariwisata,
pengembangan pemasaran
pariwisata dalam dan luar
negeri);

c. pengoordinasian
sinkronisasi

dan
pelaksanaan

kebliakan di bidang pemasaran
pariwisata (strategi dan
komunikasi pemasar€rn
pariwisata, andisis data pasar
pemasaran pariwisata,
pengemb€rngan pemasaran
pariwisata dalam dan luar
negeri);

d. penlrusunan norrna, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang
pemasaran pariwisata (strateei
dan komunikasi pemasaran
pariwisata, analisis data pasar
pemasaran pariwisata,
pengembangan pemasaran
pariwisata dalam dan luar
negeri);

e. pemberian bimbingan teknis
dan supervisi di bidang
pemasaran pariwisata (strategi
dan komunikasi pemasaran
pariwisata, analisis data pasar
pemasaran pariwisata, 

]pengembangan pemasaran 
Ipariwisata dalam dan luar I

negerih
f. pelaksanaan pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan 
Idi bidang pemasaran 
I

pariwisata; dan 
Ig. pelaksanaan tugas tain yang I

diberikan oleh Kepala Dinas 
IPariwisata. I

Seksi
Strategi Dan
Komunikasi
Pemasaran
Pariwisata

T\rgas :

Seksi Strategi Dan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata mempunyai
tugas menyiapkan bahan
penJrusunan program, men]rusun
rencana dan melaksanakan
kegiatan dibidang Strategi dan
komunikasi pemasaran pariwisata.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Strategi Dan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata memounvai
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fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Strategi Dan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata;

b. penyiapan bahan perumusan
keb[iakan di bidang Strategi
dan komunikasi pemasar€rn
pariwisata;

c. penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
keb[iakan di bidang Strategi
dan komunikasi pemasaran
pariwisata;

d. penyiapan bahan pen5rusunan
norrna, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang Strategi dan
komunikasi pemasaran
pariwisata;

e. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
di bidang Strategi dan
komunikasi pemasaran
pariwisata;

f. penyiapan bahan pelaksanaan
pemantauan, analisis, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang Strategi dan
komunikasi penrasaran
pariwisata; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pemasaran Pariwisata.

Seksi
Analisis Data
Pasar Pemasaran
Pariwisata

T\rgas :

Seksi Analisis Data Pasar
Pemasaran Pariwisata mempunyai
tugas menyiapkan bahan
penJrusuna.n program, menJrusun
rencana dan melaksanakan
kegiatan dibidang analisis data
pasar pemasaran pariwisata.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Seksi Analisis Data Pasar
Pemasaran Pariwisata mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Analisis Data Pasar Pemasaran
Pariwisata-;

b. penyiapan bahan perumusan
kebijakan di bidang analisis
data pasar pemasaran
pariwisata:
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c. penyrapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebirjakan di bidang analisis

pasar pemasaran
pariwisata;

d. penyiapan bahan penJrusunan
norrna, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang analisis data
pasar pemasaran pariwisata;

e. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
di bidang analisis data pasar
pemasaran pariwisata;

f. penyiapan bahan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang analisis
data pasar pemasaran
pariwisata; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pemasaran Pariurisata.

lSeksi
I e"rrg"*bangan
I Pemasaran

1 
Pariwisata Dalam

I D* Luar Negeri

T\rgas:
Seksi Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri
mempunyai trrgas menyiapkan
bahan penJrusunan program,
menJrusun rencana dan
melaksanakan kegiatan dibidang
pengembangan pemasaran
pariwisata dalam dan luar negeri.

Fungsi :

Dalam menyelen ggaral<an tugas
Seksi Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan pen5rusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Dalam Dan Luar
Negeri;

b. penyiapan
kebijakan
pengembangan pemasaran
pariwisata dalam dan luar
negeri;

c. penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan
kebiiakan di bidang
pengembangan pemasaran
pariwisata dalarn dan hrar
negeri;

d. penyiapan penJrusunan norrna,
standar, prosedur, dan kriteria
di bidans oensembansan

perumusan
di bidang
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ob'

pemasaran pariwisata dalam
dan luar negeri;
penylapan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pengembangan
pemasaran pariwisata dalam
dan luar negeri;
penyiapan bahan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang
pengembangan pemasaran
pariwisata dalam dan luar
negeri; dan
pelaksanaan trrgas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pemasaran Pariwisata.

t

5. Bidang
Pengembangan
Ekonomi Kreatif

T\rgas:
Bidang Pengembangan Ekonomi
Kreatif mempunyai hrgas
melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebiiakan serta
koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebllakan di bidang
riset, edukasi, pengembangan dan
infrastnrktrrr, akses permodalan
dan pemasaran, fasilitasi Hak
Kekayaan Intelektual dan
hubungan antar lembaga dan
wilayah.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas
Bidang Pengembangan Ekonomi
Kreatif mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan dan

koordinasi penlrusunan program
kerja Bidang Pengembangan
Ekonomi Kreatif;

b. pemmusan dan
kebirjakan di
pengembangan
kreatif;

c. pengoordinasian
sinkronisasi
kebiliakan di
pengembangan
kreatif;

pelaksanaan
bidang

ekonomi

dan
pelaksanaan

bidang
ekonomi

d. penlrusunan norrna, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang
pengembangan
kreatif;

e. pernberian birnbingan
dan supervisi di
pengembangan
kreatif;

ekonomi I

t r.-i* I

bidang I

ekonomi I
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f. pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di
bidang pengembangan ekonomi
kreatif; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Fariwisata.

Seksi
Riset, Edukasi,
Pengembangan
Dan
Infrastrukhrr

Tugas :

Seksi Riset, Edukasi,
Pengembangan Dan Infrastruktur
mempunyai tugas menyiapkan
bahan penJrusunan program,
men5rusun rencana dan
melaksanakan kegiatan dibidang
riset, edukasi, pengembangan dan
infrastnrkhrr.

Fungsi :

Dalam menyelen Seksi
Riset, Edukasi, Pengembangan
Dan Infrastruktur mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penSrsunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Riset, Edukasi, Pengembangan
Dan Infrastnrktur;

b. penyiapan bahan perumusan
kebijakan fiasilitasi di bidang
riset, edukasi, pengembangan
dan infrastnrkhrr;

c. penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang riset,
edukasi, pengembangan dan
infrastnrkhrr;

d. penyiapan bahan pen5rusunan
norrna, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang riset, edukasi,
pengembangan d"n 

Iinfrastmktur 
Ie. penyiapan i"fr"r, pemUerian 
I

bimbingan teknis dan supervisi j

di bidang riset, edukasi, 
Ipengembangan d* 
|infrastmkhrr' 
If. penyiapan Uafrar, pemantauan, 
Ianalisis, evaluasi, d* 
|pelaporan pelaksanaan 
I

kebiiakan di bidang riset, I

edukasi, pengembangan drn 
I

infrastmkttrr; dan I

g. pelaksanaan tugas lain yang I

diberikan oleh Kepala Bidang I

Pengembangan
Kreatif.

Ekonomi
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Seksi
Akses
Permodalan Dan
Pemasaran

T\rgas :

Seksi Akses Permodalan Dan
Pemasaran mempunyai tugas
menyiapkan bahan pen5nrsunan
program, menJrusun rencana dan
melaksanakan kegiatan dibidang
akses permodalan dan pemas€trEln.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan Seksi
Akses Permodalan Dan Pemasaran
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolatran

data dan penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Akses Permodalan Dan
Pemasaran;

b. penyiapan bahan perumusan
kebijakan fasilitasi dibidang
akses permodalan dan
pemasarurn;

c. penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebiiakan dibidang akses
permodalan dan pemasaran;

d. penyiapan batran perrJrusunan
norrna, standar, prosedur, dan
kriteria dibidang akses
permodalan dan pemasaran;

e. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
dibidang akses permodalan dan
pemasaran;

f. pemantauan, anaTisis, evaluasi, 
Idan pelaporan pelaksanaan 
ikebiiakan dibidang akses 
Ipermodalan dan pemasaran; 
Idan 
I

g. pelaksanaan tugas tain yang 
I

diberikan oleh Kepala Bidang 
I

Pengembangan
Kreatif.

Ekonomi I

Seksi
Fasilitasi Hak
Kekayaan
Intelektual Dan
Hubungan Antar
Lembaga Dan
Wilayah

T\rgas :

Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan
Intelektual Dan Hubungan Antar
Lembaga Dan Wilayah mempunyai
ttrgas menyiapkan bahan
penJrusunan proBram, menJrusun
renc€rna dan melaksanakan
kegiatan dibidang fasilitasi hak
kekayaan intelekhml dan
hubungan antar lembaga dan
wilayah.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan Seksi
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelekhral
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Dan Hubungan Antar Irmbaga
Dan Wilayah mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan pen5rusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Fasilitasi Hak Kekayaan
Intelektual Dan Hubungan
Antar Lembaga Dan Wilayah;

b. penylapan bahan perumusan
kebiiakan dibidang fasilitasi
hak kekayaan intelektual dan
hubungan antar lembaga dan
wilayah;

c. penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan dibidang fasilitasi
hak kekayaan intelekhral dan
hubungan antar lembaga dan
wilayah;

d. penyiapan batran penJrusunan
nonna, standar, prosedur, dan
kriteria dibidang fasilitasi hak
kekayaan intelektual dan
hubungan antar lembaga dan
wilayah;

e. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
dibidang fasilitasi hak kekayaan
intelekhral dan hubungan antar
lembaga dan wilayah;

f. penyiapan bahan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan
kebijakan dibidang fasilitasi hak
kekayaan intelekhral dan
hubungan antar lembaga dan
wilayah; dan

g. pelaksanaan hrgas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan
Kreatif.

Ekonomi

6. Bidang
Pengembangan
Sumber Daya
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif

T\rgas :

Bidang Pengemb€rngan Sumber
Daya Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan serta
koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan SDM aparatur,
pengembangan SDM
kepariwisataan dan ekonomi
kreatif, dan hrrbrrngan
kelembagaan kepariwisataan dan
ekonomi kreatif.
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Fungsi
Dalam menyelenggarakan Bidang
Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan dan

koordinasi penyusunan program
kerja di Bidang Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif;

b. pelaksanaan petunjuk teknis di
bidang pengembangan sumber
daya pariwisata dan ekonomi
kreatif;

c. pelaksanaan koordinasi dan
kedasama dengan instansi
terkait dan lembaga lainnya di
bidang pengembangan sumber
daya pariwisata dan ekonomi
kreatif;

d. pelaks€rnaan pembinaan di
bidang pengembangan sumber
daya pariwisata dan ekonomi
kreatif;

e. pemberian bimbingan teknis
dan supenrisi di bidang
pengembangan sumber daya
pariwisata dan ekonomi kreatif;

f. penyrapan bahan pelaksanaan
pengawasan, evaluasi dan
pelaporan di bidang
pengembangan sumber daya
pariwisata dan ekonomi kreatif;
dan

g. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas
Pariwisata.

Seksi
Pengembangan
SDM Aparatur

T\rgas :

Seksi Pengembangan SDM
Aparatur mempunyai tugas
menyiapkan bahan penrusunan
program, menyusun rencana dan
melaksanakan kegiatan dibidang
pengembangan SDM aparatur.

I\rngsi :

Dalam menyelenggarakan Seksi
Pengembangan SDM Aparatur
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Pengembangan SDM Aparatrrr;

b. penyiapan bahan perumusan
kebijakan dibidang
pengemb a:agala SDM aparatur;
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d.

e.

penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan dibidang
pengembangan SDM aparatrrr;
penyiapan bahan penJrusunan
norrna, standar, prosedur, dan
kriteria dibidang pengembErngan
SDM aparahrr;
penJnapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
dibidang pengembangan SDM
aparatur;
penyiapan batran pemantauan,
analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan
kebijakan dibidang
pengembangan SDM aparatur;
dan
pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif.

Seksi
Pengembangan
SDM
Kepariwisataan
Dan Ekraf

T\rgas :

Seksi Pengembangan SDM
Kepariwisataan Dan Ekraf
mempunyai tugas menyiapkan
bahan pen5rusunan progr€rm,
men5rusun rencana dan
melaksanakan dibidang
pengembangan SDM
kepariwisataan dan ekraf.

F\rngsi :

Dalam menyelenggarakan
Pengembangan
Kepariwisataan Dan
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Pengembangan SDM
Kepariwisataan Dan Ekraf;

b. penyiapan bahan perumusan
kebijakan
pengembangan

kebijakan
pengembangan

Seksi
SDM
Ekraf

dibidang
SDM

dibidang
SDM

kepariwisataan dan ekraf;
c. penyiapan bahan koordinasi

dan sinkronisasi pelaksanaan

kepariwisataan dan ekraf;
d. penyiapan bahan penyusunan

norrna, standar, prosedur, dan
kriteria dibidang pengembangan
SDM kepariwisataan dan ekraf;
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e. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
dibidang pengembangan SDM
kepariwisataan dan ekraf;

f. penyiapan bahan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan
kebijakan dibidang
pengembanga.n SDM
kepariwisataan dan ekraf; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif.

Seksi
Hubungan
Kelembagaan
Kepariwisataan
Dan Ekraf

T\rgas :

Seksi Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan Dan Ekraf
mempunyai tugas menyiapkan
bahan penyusunan program,

melaksanakan kegiatan dibidang
hubungan kelembagaan
keparirvisataan dan ekraf.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan Seksi

menyusun rencana dan

Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan Dan Ekraf
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan

data dan penyusun€rn rencana
kegiatan dan anggaran Seksi
Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan Dan Ekraf;

b. penyiapan bahan perumusEm
kebijakan dibidang hubungan
kelembagaan kepariwisataan
dan ekraf;

c. penyiapan bahan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan dibidang hubungan
kelembagaan kepariwisataan
dan ekraf;

d. penyiapan bahan penyusunan
nonna, standar, prosedur, dan
kriteria dibidang hubungan
kelembagaan kepariwisataan
dan ekraf;

e. penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi
dibidang hubungan
kelembagaan kepariwisataan
dan ekraf;

f. penyiapan bahan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan
kebijakan dibidang hubungan
kelembagaan kepariwisataan
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dan ekraf; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif.

7. Unit Pelaksana
Teknis Dinas

Diatur dalam Peraturan tersendiri.

8. Kelompok
Jabatan
Funssional

Diatur dalam Peraturan tersendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintatrkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempa.tannya dalam Berita Daerah
Ifubupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3O Aprit 2}tg
BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tansgal 3O April 2OL9

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2OT9 NOMOR 13



BAGAIT SIRI'KTUR ORGAITISASI DIITAS PARIWISATA DAIT TKOITOMI KREATIF
KABI'PATET MUARA EITIM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2OI9
TANGGAL 3O April 2Ol9

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

SUB BAGIA"IT

UMUM DAN
KEPEGAWAI,AN

BIDAT{G
DESTINASI DAN INDUSTRI

PARIWISATA

BIDANG
PEMASARAN PARMISATA

BIDANG
PENGEMBANGAN EKONOMI

KREATIF

BIDAI{G
PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

SEKSI
PENGEMBANGAN DAYA TARIK

WISATA

SEKSI
STRATEGI DAN KOMUNIKASI

PEMASARAN PARIWISATA

SEKSI
RISET,EDUKASI,

PENGEMBANGAN DAN
INFRASTRUKTUR

SEKSI
PENGEMBANGAN SDM

APARATUR

SEKSI
PENGEMBANGAN KAWASAN

PARIWISATA

SEKAI
ANALISIS DATA PASAR

PEMASARAN PARIWISATA

SEKT'I
AKSES PERMODALAN DAN

PEMASARAN

SEKSI
PENGEMBANGAN SDM

KEPARIWISATAAN DAN EKRAF

SEKSI
PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA DALAM DAN LUAR

NEGERI

SEKSI
FASILITASI HAK KEKAYAAN

INTELE}OUAL DAN HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA DAN WILAYAH

SEKSI
HUBUNGAN KELEMBAGAAN

KEPARIWISATAAN DAN EKRAF

SEKSI
PENGEMBANGAN INDUSTRI

PARIWISATA



BAGAN STRI'KTI'R ORGANISASI DINAS I{TPTUI'DAAN DAN OI"AIIRAGA
KABIIPATEIY MUARA ENIU

I,AMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2019
TANGGAL 3O April 2Ol9

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

allrrfIrc

SIIB BAGIAIT
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDA,ri
PEMBERDAYAAN PEMUDA

BIDAJltr|
PENGEMBANGAN PEMUDA

BII'AN}
PEMBUDAYAAN

OI,AHRAGA

BIDA,rI
PENINGKATAN PRESTASI

OLAHRAGA

strs,
SUMBER DAYA PEMUDA,

IPTEK, DAN IMTAQ PEMUDA

SETSI
KEPEMIMPINAN,

KEPELOPORAN DA}.I
KEMITRAAN PEMUDA

strsl
OI.AHRAGA PENDIDIKAN
DAN SENTRA OI"AHRAGA

strs,
PEMBIBITAN IPTEK DAN

KEOI,AHRAGAAN

sErs,
PENINGKATAN WAWASAN
DAN KAPASITAS PEMUDA

SETSI
ORGANISASI KEPEMUDMN DAN

KEPRAMUKAAN

SETSI
OLAHRAGA PRESTASI DAN

PROMOSI OLAHRAGA

sErsr
OI,AHRAGA REKREASI,

TRADISIONAL, DAN IAYANAN
KHUSUS

sErs,
INFRASTRUKTUR DAN

KE1UIRAUSAHAAN PEMUDA

strsr
KEMITRAAN DAN

PENGHARGAAN OI..AHRAGA

SETSI
STANDARISASI DAN

INFRASTRUI,ilUR OL,AHRAGA

SEKS'
PENINGKATAN

KREATTVITAS PEMUDA



BAGAI{ T'TRT'KTT'R ORGANISASI DINAS PERI'UAEAI{ DAIT KAWASAN PERUI'XIUAI|
KABI'PATEIT UUARA EI|IU

I"AMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2OI9
TANGGAL 3O April 2Ol9

BIDAI*I
PERUMAHAN

BIDAN}
KAWASAN PERMUKIMAN

BIDAJE
PRASARANA SARANA

UTILITAS UMUM

AIDAIE
AIR MINUM,PET.IYEHATAN

LINGKUNGAN

BII'ATT}
PERTANAHAN

strsr
PERENCANAAN DAN

PENDATAAN PERUMAHAN

strsr
PENDATAAN DAN

PERENCANAAN KAWASAN DAN EVALUASI PSU

SETSI
AIR MINUM

srrsr
PERENCANAAN DAN

PENGGUNAAN TANAH

sErs,
PET,IYEDIAAN DAN

PEMBIAYAAN

STKSI
PENCEGAHAN DAN

PENINGKATAN KUALITAS

srrsr
PEU,KSA}.IAAI{ DAN
PEMELIHARAAN PSU

SEESI
SANITASI DAN DRAINASE

SEKST
PENGADAAN TANAH

STKSI
PEMANFAATAN DAN

PENGENDALI.AN

SErgT
PENDATAAN DAN

PENATAAN PEMAKAMAN

SETST
SARANA DAN PRASARANA

PENYEHATAN LINGKUNGAN

SETST
PEMANTAUAN DAN

EVALUASI

strsr
FASIUTASI PERMASAI,AHAN

PERTANAHAN

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI



BIGAT STRI'KTI'R ORGANISASI DIITAS PTMBERDAYAIIN PERDUPUAII
DAN PERLINDI'ITGAN ANAIT KABI'PATTIY UUARA ENIu

I,AMPIRAN IV
PERATURAN BUPATT MUARA ENIM
NOMOR
TANGGAL

15 T&un tOl9
3a lrntl tOl9

SW BAGIAI|T
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDAIW
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAK

BTI'ATfr
PEMENUHAN HAK ANAK

BIDATfi
DATA DAN INFORMASI GENDER

DAN ANAK

BIDATiG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

srrsl
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAI{ PEREMPUAN DI
BIDANG EKONOMI

SETSI
PENCEGAHAN DAN

PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN

srrst
PEMENUHAN HAK ANAK

DI BIDANG PENGASUHAN,
PENDIDIKAN DAN BUDAYA

strsr
DATA DAN INFORMASI

GENDER

SETSI
PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK

SEEST
PEMENUHAN HAK ANAK

DI BIDANG HAK SIPIL,
INFORMASI DAN PARTISIPASI

sErsr
DATA DAN INFORMASI ANAK

srrsr
PENGARUSUTAI\{AAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI
BIDANG SOSIAL, POUTIK DAN

SETSI
DATA DAN INFORMASI

KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK

srrsl
PEMENUHAN HAK ANAK
DI BIDANG KESEHATAN

SETSI
I"AYANAN DATA ANAK DAN

GENDER

strs,
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI
BIDAT{G PEMBINAAN KUAUTAS

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI


